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ABSTRAK 
Nama Penyusun : ANDI.NURFAJRI   
Nim   : 106.001.060.12 
Judul Skripsi : “Tinjauan Hukum Jual Beli Hak Milik Atas Tanah Menurut 
Peraturan Pemerintah No.24 Tahun1997 Di Kabupaten Gowa” 
 
Penelitian ini di lakukan di Kabupaten Gowa, Tepatnya di kecamatan Somba 
Opu dan Kecamatan Bajeng Barat. Pemilihan lokasi ini berdasarkan pertimbangan 
bahwa di lokasi ini masih banyak transaksi jual beli tanah yang tidak sesuai dengan 
Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 1961 dan tanpa Akta PPAT. 
 Tujuan penelitian ini yaitu : (1) Untuk mengetahui bagaimana proses 
terjadinya Jual Beli Hak Milik Atas Tanah Menurut Peraturan Pemerintah No.10 
Tahun 1961. (2) Faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya Jual Beli Hak Milik 
Atas Tanah Tanpa Akta PPAT. (3) Untuk mengetahui akibat hukum apa yang timbul 
dari Jual Beli Hak Milik Atas Tanah Tanpa Akta PPAT. 
 Metode penelitian yamg di gunakan yaitu : (1) Penelitian pustaka, menelaah 
buku-buku dan karya tulis lainnya untuk memperoleh data sekunder : (2) Penelitian 
lapangan yaitu dengan terjun langsung ke lapangan untuk wawancara Responden 
masyarakat yang melakukan jual beli tanah tanpa akta PPAT dan para Nara Sumber 
(pejabat setempat yang terlibat langsung dalam hal ini) guna mendapatkan data 
primer. Analisis data yang di gunakan adalah analisis kualitatif kemudian di 
deskriptif. 
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa : (1) Proses terjadinya jual beli hak 
milik atas tanah yang di lakukan di lokasi penelitian tidak sesuai dengan Peraturan 
Pemerintah No.10 Tahun 1961 karena masih di pengaruhi oleh hukum Adat. (2) 
Faktor yang menyebabkan jual beli hak milik atas tanah tanpa akta PPAT yaitu : a. 
Adanya surat-surat tanah yang tidak lengkap, biaya pembuatan akta PPAT yang 
mahal dan adanya biaya LKMD. Serta pengetahuan hukum warga masyarakat yang 
masih rendah dan budaya hukum atau kebiasaan dari masyarakat yang masih patuh 
terhadap hukum adat. (3) Akibat hukumnya akan mengalami kesulitan dalam proses 
pendaftaran hak atas tanah di Kantor Pertanahan. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
Setiap benda mempunyai harga atau nilai walaupun benda itu tidak di perjual 
belikan, demikian halnya dengan tanah. Meningkatnya kebutuhan akan tanah 
menyebabkan banyak terjadi peralihan hak milik atas tanah. Dalam pembangunan 
jangka panjang kedua, peranan tanah bagi pemenuhan berbagai keperluan akan 
meningkat, baik sebagai tempat bermukim maupun tempat usaha. Sehubungan 
dengan itu maka meningkat pula kebutuhan akan dukungan berupa jaminan kepastian 
hukum di bidang pertanahan. 
Pemberian jaminan kepastian hukum di bidang pertanahan, pertama- tama 
memerlukan persediaan perangkat hukum yang tertulis, lengkap dan jelas, yang 
dilaksanakan secara konsisten sesuai dengan jiwa dan isi ketentuan-ketentuanya. 
Selain itu dalam menghadapi kasus-kasus konkrit diperlukan juga terselenggaranya 
pendaftaran tanah, yang memungkinkan bagi para pemegang hak atas tanah untuk 
dengan mudah membuktikan haknya atas tanah yang dikuasainya dan bagi para pihak 
yang berkepentingan, seperti calon pembeli dan calon kreditor, untuk memperoleh 
keterangan yang diperlukan mengenai tanah yang menjadi obyek perbuatan hukum 
yang akan dilakukan serta bagi pemerintah untuk melaksanakan kebijaksanaan 
pertanahannya. Sehubungan dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang 
Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria atau lebih dikenal dengan Undang-Undang 
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Pokok Agraria (selanjutnya disingkat UUPA) memerintahkan diselenggarakannya 
pendaftaran tanah dalam rangka menjamin kepastian hukum sebagaimana dimaksud 
di atas. Ketentuan untuk menyelenggarakan pendaftaran tanah disebut dalam pasal 19 
ayat 1 UUPA yang menyatakan : “bahwa untuk menjamin kepastian hukum oleh 
pemerintah diadakan pendaftaran tanah diseluruh Wilayah Republik Indonesia 
menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan peraturan pemerintah”. Pelaksanaan 
dari ketentuan pasal 19 ayat 1 UUAP tersebut diatur lebih lanjut dalam peraturan 
pemerintah No. 10  Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah yang kemudian diganti 
dengan PP No. 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, yang sampai kini menjadi 
dasar kegiatan pendaftaran tanah di seluruh Indonesia. 
Pendaftaran tanah yang diselenggarakan  berdasarkan Peraturan Pemerintah 
Nomor 10 Tahun 1961 tersebut selama lebih dari 30 tahun belum cukup memberikan 
hasil yang memuaskan. Dari sekitar 55 juta bidang tanah hak yang memenuhi syarat 
untuk didaftarkan, baru lebih kurang 16,3 juta bidang tanah yang sudah didaftarkan. 
Perolehan tanah melalui pewarisan, pemisahan dan pemberian-pemberian hak baru, 
jumlah bidang tanah yang memenuhi syarat untuk didaftarkan selama pembangunan 
jangka panjang kedua diperkirakan akan meningkat sekitar 75juta. Hal-hal yang 
merupakan kendala dalam pelaksanaan pendaftaran tanah, disamping kekurangan 
anggaran, alat dan tenaga, adalah keadaan obyektif tanah-tanahnya sendiri. Selain 
jumlahnya besar dan terbesar di wilayah yang luas, sehingga sebahagian besar 
penguasaannya tidak didukung oleh alat-alat pembuktian yang mudah diperoleh dan 
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dapat dipercaya kebenarannya. Selain itu ketentuan hukum untuk dasar 
pelaksanaanya dirasakan belum cukup memberikan kemungkinan untuk 
terlaksanaanya pendaftaran tanah dalam waktu yang singkat dengan hasil yang 
memuaskan.. Sehubungan dengan itu maka dalam rangka meningkatkan dukungan 
yang lebih baik  pada pembangunan nasional dengan memberikan kepastian hukum 
di bidang pertanahan, dipandang perlu untuk mengadakan penyempurnaan pasca 
ketentuan yang mengatur pendaftaran tanah. Ketentuan-ketentuan tersebut pada 
kenyataannya tersebar pada banyak peraturan perundang-undangan. Peraturan 
Pemerintah No. 24 Tahun 1977 Tentang Pendaftaran tanah sebagai penyempurnaan 
Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961, menentukan pendaftaran tanah 
dilaksanakan berdasarkan asas sederhana, aman, mutakhir, terjangkau dan terbuka. 
Asas sederhana dalam pendaftaran tanah dimaksudkan agar ketentuan-ketantuan 
pokok maupun prosedurnya dengan mudah dapat dipahami oleh pihak-pihak yang 
berkepentingan, terutama para pemegang hak atas tanah. Sedangkan asas aman 
dimaksudkan untuk menunjukkan, bahwa pendaftaran tanah perlu diselenggarakan 
secara teliti dan cermat sehingga hasilnya dapat memberikan jaminan kepastian 
hukum sesuai tujuan pendaftaran tanah itu sendiri. Asas terjangkau dimaksudkan 
terjangkau bagi pihak-pihak yang memerlukan, khususnya dengan memperhatikan 
kebutuhan dan kemampuan golongan ekonomi lemah. Asas mutakhir dimaksudkan 
kelengkapan yang memadai dalam pelaksanaannya dan kesinambungan dalam 
pemeliharaan datanya, asas ini menuntut dipeliharanya data pendaftaran tanah secara 
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terus menerus dan berkesinambungan, sehingga data yang tersimpan di kantor 
pertanahan selalu sesuai dengan keadaannyata di lapangan, dan masyarakat dapat 
memperoleh keterangan mengenai data yang benar setiap saat, untuk itu diberlakukan 
asas terbuka. 
Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun1997 tetap mempertahankan tujuan 
diselenggarakannya pendaftaran tanah yang pada hakikatnya sudah ditetapkan dalam 
pasal 19 Undang-Undang Pokok Agraria yaitu pendaftaran tanah merupakan tugas 
pemerintah, yang diselenggarakan dalam rangka menjamin kepastian hukum di 
bidang pertanahan. Tujuan pendaftaran tanah sebagaimana di maksud dalam Pasal 3 
Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun yaitu: 
1. Untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada 
pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun, dan hak-hak 
lain yang terdaftar, agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai 
pemegang hak yang bersangkutan. Untuk itu kepada pemegang haknya 
diberikan sertifikat sebagai surat tanda buktinya. 
2. Untuk menyediakan informasi kepada pihik-pihak yang berkepentingan, 
termasuk pemerintah, agar dengan mudah dapat memperoleh data yang 
diperlukan dalam mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang-bidang 
tanah dan satuan-satuan rumah susun yang sudah terdaftar. 
3. Untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan. 
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Tujuan pendaftaran tanah untuk menghimpun dan menyediakan informasi 
yang lengkap mengenai bidang-bidang tanah dipertegas dengan pembukuan bidang-
bidang tanah yang memuat data fisik dan data yuridis belum lengkap atau masih 
disengketakan, walaupun untuk tanah-tanah sengketa belum dikeluarkan sertifikat 
sebagai tanda bukti haknya (Pasal 30 dan 31 Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 
1997). Persyaratan dan tata cara untuk memperoleh keterangan tersebut di atas 
ditetapkan oleh Menteri dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN 
Nomor 3 Tahun 1997 tentang ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 
tahun 1997. Terselenggaranya pendaftaran tanah secara baik merupakan dasar dan 
perwujudan tertib administrasi di bidang pertanahan. Untuk mencapai tertib 
administrasi tersebut setiap bidang tanah dan satuan rumah susun, termasuk 
peralihan, pembebanan dan hapusnya wajib didaftarkan. (Pasal 4 ayat 3 peraturan 
pemerintah No. 24 tahun 1997). 
Pendaftaran tanah adalah rangkaian aktif yang dilakukan oleh pemerintah 
secara terus-menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpalan, 
pengelolaan, pembukuan dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, 
dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan rumah 
susun, termasuk pemberian sertifikat sebagai surat tanda bukti haknya bagi bidang-
bidang tanah yang sudah ada haknya  dan Hak Milik Atas  Satuan Rumah Susun serta 
hak-hak tertentu ( Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997). 
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Tanah dapat di miliki atau di punyai oleh seseorang atau badan hukum. 
Kebutuhan manusia akan tanah, baik untuk perumahan maupun untuk pertanian atau 
kebutuhan lain terus meningkat, menyebabkan timbulnya peralihan hak milik atas 
tanah yang bersangkutan yaitu perbuatan hukum yang sengaja dilakukan kepada 
pihak lain dalam pemindahan hak seperti: 
1. Jual beli 
2. Hibah 
3. Hibah wasiat 
4. Tukar menukar 
5. Pewarisam 
Perbuatan-perbuatan hukum tersebut, dapat dilakukan pada saat pemegang 
haknya masih hidup yang merupakan perbuatan hukum pemindahan hak yang bersifat 
tunai, atau pemegang haknya telah meninggal dunia seperti hibah wasiat. Artinya, 
dengan dilakukanya perbuatan hukum tersebut, hak atas tanah yang bersangkutan 
berpindah kepada pihak lain. Sedangkan hibah wasiat hak atas tanah yang 
bersangkutan beralih kepada penerima wasiat pada saat pemegang haknya meninggal 
dunia. 
Jual beli, tukar-menukar, hibah, pewarisan atau pemberian menurut adat, 
demikian juga dengan hibah wasiat dilakukan oleh para pihak di hadapan Pejabat 
Pembuat Akta Tanah (PPAT), yang bertugas membuat aktanya. Dilakukanya 
perbuatan hukum yang bersangkutan di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah 
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(PPAT) dipenuhi syarat terang (bukan perbuatan hukum yang gelap, yang di lakukan 
secara sembunyi-sembunyi). Akta yang di tanda tangani para pihak menunjukkan 
secara nyata atau rill perbuatan hukum jual-beli yang dilakukan. Dengan demikian 
ketiga sifat jual-beli, yaitu tunai, terang, rill dipenuhi. Akta tersebut membuktikan, 
bahwa benar telah dilakukan perbuatan hukum. Karena perbuatan hukum yang 
dilakukan merupakan perbuatan hukum pemindahan hak, maka akta tersebut secara 
implisit juga membuktikan, bahwa penerima hak sudah menjadi pemegang hak yang 
baru. Tetapi hal itu baru diketahui oleh dan karenanya juga baru mengikat para pihak 
dan ahli warisnya karena administrasi Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sifatnya 
tertutup bagi umum. 
Untuk memperoleh surat bukti yang lebih kuat dan lebih luas daya 
pembuktianya, pemindahan haknya didaftarkan pada Kantor Pertanahan Kabupaten 
atau Kota, untuk dicatat pada buku tanah dan sertifikat hak yang bersangkutan. 
Dengan dicatatnya pemindahan hak tersebut pada sertifikat haknya, diperoleh surat 
tanda bukti yamg kuat. 
Begitu bernilai sebidang tanah bagi masyarakat karena di atas tanah mereka 
sering melakukan kegiatan, baik itu pesta panen maupun pesta adat. Oleh karena 
masalah pertanahan ini sangatlah penting, maka masalah peralihan hak milik atas 
tanah diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960 tentang 
Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, dan salah satu peraturan pelaksanaanya dalam 
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997. Dalam hal ini peralihan hak milik atas 
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tanah, harus dengan akta yang dibuat oleh dan di hadapan pejabat yang 
berwenang,sebagaimana dimaksudkan dalam  pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 
10 Tahun 1961 yang berbunyi:  
“ Setiap perjanjian yang bermaksud memindahkan hak atas tanah,   
memberikan suatu hak baru menggadaikan tanah, atau meminjam uang 
dengan hak atas tanah sebagai tanggungan, harus dibuktikan dengan suatu 
akta yang dibuat oleh dan dihadapan pejabat yangditunjuk oleh Mentri 
Agraria. Akta tersebut bentuk dan ditetapkan oleh Menteri Agraria”. 
 
Melihat rumusan bunyi dalam pasal dan penjelasan tersebut di atas yang 
intinya bahwa setiap peralihan hak milik atas tanah harus di lakukan  di hadapan 
Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Tetapi kenyataan, setelah berlakunya peraturan 
pemerintah  Nomor 24 tahun 1977 masih terdapat peralihan hak milik atas tanah 
tanpa Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) khususnya dalam jual beli hak milik 
atas tanah. Hal ini masih sering terjadi baik di daerah perkotaan (khususnya di 
pinggiran kota) terlebih di daerah yang masyarakatnya masih kuat rasa kekeluargaan 
dan kebersamaan di antara mereka, ini dapat kita lihat di Kabupaten Gowa. 
Berdasarkan kenyataan tersebut di atas, maka saya tertarik untuk mengetahui 
lebih jauh tentang hal tersebut, dan menuangkannya dalam suatu skripsi yang 
berjudul “Tinjauan  Hukum Jual Beli Hak Milik Atas Tanah Menurut Peraturan 
Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Di Kabupaten Gowa. 
B. Rumusan Masalah 
Bertolak pada masalah pokok tersebut di atas, maka dirumuskan beberapa sub 
masalah sebagai berikut : 
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1. Bagaimana proses terjadinya jual beli hak milik atas tanah di Kabupaten 
Gowa? 
2. Fakot-faktor apa yang menyebabkan terjadinya jual beli Hak Milik Atas 
Tanah Tanpa Akta PPAT di Kabupaten Gowa? 
3. Akibat hukum apa yang   di timbulkan dari jual beli Hak Milik Atas Tanah 
Tanpa Akta PPAT? 
C. Hipotesis 
Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penulis dapat memberikan 
jawaban sementara antara lain: 
1. Proses jual beli hak milik atas tanah tidak sesuai dengan peraturan pemerintah 
No. 22 tahun 1997. 
2. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya jual beli Hak Milik Atas Tanah 
Tanpa Akta PPAT, yaitu surat-surat tanah yang tidak lengkap, biaya 
pembuatan akta jual beli PPAT yang mahal dan adanya biaya Lembaga 
Ketahanan Masyarakat Desa(LKMD) yang telah di tentukan dari Kepala Desa 
atau Kelurahan dan Kantor Kecamatan setempat. 
3. Akibat Hukumnya akan mengalami kesulitan dalam proses pendaftaran hak 
atas tanah di Kantor Pertanahan. 
D. Defenisi Operasional 
Skripsi ini berjudul “Tinjauan Hukum Jual Beli Hak Milik Atas Tanah 
Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 Di Kabupaten Gowa”. Untuk 
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menghindari kesalahpahaman serta penafsiran yang keliru mengenai judul di atas, 
maka penulis merasa perlu memberi pengertian dari kata-kata atau istilah yang 
terdapat dalam judul skripsi ini. 
Kata “tinjauan” artinya melihat sesuatu dan mempelajari kembali tentang 
pandangan terhadap suatu masalah yang terjadi”. 1 
Kata “hukum” artinya peraturan-peraturan yang di anggap resmi oleh 
pemerintah untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat”.2 
Kata “jual beli” artinya persetujuan saling mengikat antara penjual yakni 
pihak yang menyerahkan barang dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga 
barang yang di jual. 3 
Kata “4hak milik” artinya hak atas tanah yang turun temurun dan tidak 
terbatas jangka waktu penguasaanya,jika pemilikmya meninggal dunia akan 
dilanjutkan oleh ahli warisnya . 
Kata “Menurut” artinya mengikuti atau menyetujui apa yang telah di 
perintahkan. 
Kata “peraturan” artinya ketentuan-ketentuan yang harus di patuhi dan tidak 
boleh di langgar. 
Kata “pemerintah” artinya bentuk perundang-undangan yang dibuat atau 
ditetapkan oleh presiden untuk melaksanakan undang-undang. 
                                                          
1
W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia(Cet. V;Jakarta: Dian Tujuh Belas, 
1976), h. 771 
2
Ibid.,h. 45  
3
 Perangin Effendi, Praktek Jual Beli Tanah (Jakarta: Rajawali pers,1960) 
4
 J.C.T Simorangkir,SH. Kamus Hukum (Sinar  grafika,Jakarta: Purnianti),h.60 
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E. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian 
1. Tujuan Penelitian 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan : 
a. Untuk mengetahui bagaimana proses terjadinya jual beli hak milik atas tanah 
menurut Peraturan Pemerintah No.10 tahun 1961 
b. Faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya jual beli hak milik atas tanah 
tanpa akta PPAT  
c. Untuk mengetahui akibat hukum apa yang timbul dari jual beli hak milik atas 
tanah tanpa akta PPAT. 
2. Kegunaan Penelitian  
Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai berikut: 
a. Sebagai bahan referensi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya 
di bidang hukum agraria. 
b. Sebagai bahan informasi kepada warga masyarakat tentang pentingnya 
pendaftaran tanah menurut peraturan pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 yaitu 
menyangkut masalah peralihan hak milik atas tanah tanpa akta PPAT 
F. Garis-Garis Besar Isi Skripsi 
Garis-garis besar skripsi ini merupakan gambaran secara umum tentang uraian 
isi skripsi, agar dapat memberikan bayangan kepada para pembaca untuk lebih 
memahami maksud dan tujuan penulis dalam melakukan penelitian. Adapun pokok-
pokok pembahasannya sebagai berikut : 
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Pada bab pertama, merupakan pendahuluan, meliputi penguraian latar 
belakang masalah, rumusan dan batasan masalah, hipotesi, devinisi oprasional dan 
ruang lingkup judul, tujuan dan manfaat penelitian, serta garis-garis besar isi skripsi. 
Pada bab kedua, berisi tinjauan umum yang membahas tentang gugatan mulai 
dari pengertian gugatan, syarat-syarat gugatan, dan cara mengajukan gugatan. 
kemudian pada sub selanjutnya menguraikan gugatan citizen law suit mulai dari 
pengertian, karakteristik, syarat-sayarat prosedur pengajuan gugatan citizen law suit, 
landasan historis, dan landasan yuridis gugatan citizen law suit. 
Pada bab ketiga, berisi metodologi penelitian mulai dari jenis penelitian, 
gambaran lokasi dan waktu penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan 
terakhir analisis data. 
Pada bab keempat, berisi hasil dan pembahasan penelitian dari objek kasus 
yaitu mekanisme penyelesaian hak gugat warga negara melalui gugatan citizen law 
suit terhadap revitalisasi lapangan karebosi dalam perkara Nomor 246/ Pdt. G/ 2007/ 
PN. MKS. Pada sub pertama membahas posisi kasus, pertimbangan hukum oleh 
hakim, amar putusan dan komentar penulis. Pada sub kedua membahas tentang 
kendala atau hambatan dalam mengajukan suatu gugatan citiaen law suit. 
Sedangkan pada bab kelima yang merupakan bab penutup yang hanya 
memuat tentang kesimpulan dari seluruh isi skripsi, penulis juga memaparkan 
beberapa argumen yang merupakan implikasi dalam pelaksanaan penelitian. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
 
A. Pengertian Hak Milik Atas Tanah 
Tanah dengan kedudukan Hak Milik sudah sejak dulu dikenal oleh 
masyarakat. Landasan idiil daripada hak milik adalah Pancasila dan Undang-Undang 
Dasar 1945. Jadi secara yuridis formil, hak perseorangan ada dan diakui oleh negara. 
Hal ini dibuktikan dengan adanya Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang diatur 
dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang UUPA. 
Dahulu Hak Milik dalam pengertian hukum barat bersifat mutlak
5
. Hal ini 
sesuai dengan paham yang mereka anut yaitu individualisme, dimana kepentingan 
terhadap miliknya, tidak dapat diganggu gugat. Akibat adanya ketentuan demikian, 
maka pemerintah tidak dapat bertindak terhadap milik seseorang meskipun hal itu 
perlu untuk kepentingan umum. 
Hak Milik dapat pula diartikan hak yang dapat diwariskan secara turun-
temurun, terus-menerus dengan tidak harus memohonkan haknya kembali apabila 
terjadi perpindahan hak
6
. Dalam pengertian sekarang, hak milik atas tanah tercantum 
dalam Pasal 20 ayat (1) UUPA adalah sebagai berikut: “Hak Milik adalah hak yang 
turun-temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan 
                                                          
5
 Eddy Ruchiyat, Politik Pertanahan sebelum dan sesudah berlakunya UUPA, Alumni 
Bandung,1986, hlm 43 
6
Soedharyo Soimin, Status hak dan pembebasan tanah, Sinar Grafika, Jakarta, 1994, hlm 1  
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mengingat ketentuan dalam Pasal 6, sehingga dilihat dari sini hak milik mempunyai 
unsur-unsur sebagai berikut
7
: 
1. Terkuat, menunjuk jangka waktunya (jangka waktu tidak ditentukan/tidak 
mempunyai batas waktu). 
2. Terpenuh, menunjuk luas wewenangnya dalam menggunakan tanah tersebut 
(wewenangnya tidak dibebani) 
3. Turun-temurun, artinya dapat diwariskan atau dapat dipindahkan dari satu 
generasi ke generasi berikutnya. 
Menurut Pasal 6 dari UUPA dikatakan bahwa semua hak atas tanah 
mempunyain fungsi sosial. Terkuat dan terpenuh disini tidak berarti bahwa hak milik 
merupakan hak yang mutlak, tidak terbatas, dan tidak dapat diganggu gugat, ini 
dimaksudkan untuk membedakan dengan hak-hak atas tanah lainnya yang dimiliki 
oleh individu. Dengan kata lain hak milik merupakan hak yang paling kuat dan paling 
penuh di atas semua hak-hak atas tanah lainnya, sehingga pemilik mempunyai hak 
untuk menuntut kembali di tangan siapapun benda itu berada. Seseorang yang 
mempunyai hak milik dapat berbuat apa saja sekehendak hatinya, namun tindakannya 
tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang atau melanggar hak atau 
kepentingan orang lain yang dimaksud dalam Pasal 6. 
Hak Milik mempunyai fungsi sosial dalam rangka mencegah penggunaan hak 
milik yang tidak sesuai dengan fungsi dan tujuannya. Dasar hukum penjelasan fungsi 
sosial tercermin di dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 berbunyi “Bumi dan air serta 
                                                          
7
 Mudjiono, Hukum Agraria, Liberty, Yogyakarta,1992, hlm 8 
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kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan 
untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat”. 
1. Subyek Hak Milik 
Ketentuan tentang siapa saja yang dapat mempunyai Hak Milik diatur dalam 
Pasal 21 UUPA, yaitu antara lain : 
a. Hanya Warga Negara Indonesia yang dapat mempunyai hak Milik. 
b. Oleh Pemerintah dapat ditetapkan Badan Hukum yang dapat mempunyai hak 
milik dan syarat-syaratnya. 
c. Orang Asing yang sesudah berlakunya undang-undang ini memperoleh hak 
milik karena pewarisan tanpa wasiat atau pencampuran harta karena 
perkawinan, demikian juga warga Negara Indonesia yang mempunyai hak milik 
dan setelah berlakunya undang-undang ini kehilangan kewarganegaraannya 
wajib melepaskan hak miliknya itu dalam jangka waktu satu tahun sejak 
diperolehnya hak tersebut atau hilangnya kewarganegaraan itu. Jika setelah 
jangka waktu tersebut hak miliknya tidak dilepaskan maka hak tersebut akan 
hapus karena hukum dan tanahnya akan jatuh kepada negara, dengan ketentuan 
hak-hak pihak lain yang membebaninya tetap berlangsung 
d. Selama seseorang di samping mempunyai kewarganegaraan Indonesia juga 
mempunyai kewarganegaraan asing, maka ia tidak dapat mempunyai hak milik 
atas tanah dan baginya berlaku ketentuan ayat (3) Pasal ini. 
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Pada prinsipnya hanya warga Negara Indonesia tunggal yang boleh 
mempunyai tanah dengan hak milik (Pasal 21 ayat (1) jo Pasal 4 UUPA). 
Memperhatikan ketentuan-ketentuan tersebut, maka pada dasarnya yang boleh 
menjadi subyek hak milik hanya warga Negara Indonesia tunggal baik sendiri 
maupun bersama-sama dengan orang lain. Kemudian dipertegas dalam Pasal 26 ayat 
(2) UUPA yang menyatakan bahwa :  
“setiap jual beli, penukaran, penghibahan, pemberian dengan wasiat dan 
perbuatan-perbuatan lain yang dimaksudkan untuk langsung maupun tidak 
langsung dalam memindahkan hak milik kepada orang asing, kepada suatu 
badan hukum kecuali ditetapkan oleh Pemerintah termaksud dalam Pasal 21 
ayat (2), adalah batal dengan ketentuan bahwa hak-hak pihak lain yang 
membebaninya tetap berlangsung serta semua pembayaran yang telah 
diterima oleh pemilik tidak dapat dituntut kembali”. 
 
Pada dasarnya badan-badan hukum tidak dimungkinkan mempunyai tanah 
dengan hak milik dengan pertimbangan bahwa untuk keperluan menyelenggarakan 
usaha-usahanya badan hukum tidak secara mutlak memerlukan hak itu. Kebutuhan 
badan-badan hukum dianggap sudah akan dipenuhi dengan hak-hak menjamin 
penguasaan dan penggunaan tanah yang bersangkutan selama jangka waktu yang 
cukup lama.  
Badan hukum tidak boleh mempunyai tanah dengan hak milik (Pasal 21 ayat 
(2) UUPA), kecuali yang ditunjuk berdasarkan Peraturan Pemerintah. Badan-badan 
hukum yang dapat mempunyai tanah dengan hak milik sebagaimana dimaksudkan 
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oleh Pasal 21 ayat (2) ditentukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1963 
ialah
8
 
a. Bank-bank yang didirikan oleh Negara 
b. Perkumpulan-perkumpulan koperasi pertanian yang didirikan berdasarkan 
Undang-Undang Nomor 79 Tahun 1958. 
c. Badan-badan keagamaan yang ditunjuk oleh Menteri Pertanian/Agraria setelah 
mendengar Menteri Agama. 
d. Badan-badan sosial yang ditunjuk oleh Menteri Pertanian/Agraria setelah 
mendengar Menteri Sosial. 
Dalam hal-hal tertentu selama waktu yang terbatas Undang-Undang Pokok 
Agraria masih memungkinkan orang-orang asing dan berkewarganegaraan rangkap 
untuk mempunyai tanah dengan hak milik, dengan dasar pertimbangan 
perikemanusiaan sehingga tidak begitu saja kehilangan hak miliknya, Pasal 21 ayat 
(3) menentukan bahwa orang asing sesudah tanggal 24 September 1960 memperoleh 
hak milik karena pewarisan tanpa wasiat atau percampuran harta karena perkawinan 
wajib melepaskan hak itu dalam jangka waktu satu tahun dihitung sejak hilangnya 
kewarganegaraan rangkap. Setelah satu tahun, maka hak milik itu wajib dilepaskan 
yakni hak itu menjadi hapus dan tanahnya dikuasai oleh Negara. Kemudian diberi 
kesempatan pula untuk meminta kembali suatu hak yang lain, yakni kalau ia orang 
asing dapat meminta hak pakai, sedangkan bagi yang berkewarganegaraan rangkap 
                                                          
8
 Adrian Sutedi, Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya, Sinar Grafika, Jakarta, 
2006, hal.61 
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dapat memperoleh hak guna bangunan, hak guna usaha, hak pakai. Jika waktu satu 
tahun belum habis maka ia dapat saja memindahkan hak miliknya kepada pihak lain, 
asal saja pihak lain itu memenuhi syarat untuk mempunyai hak milik. 
2. Terjadinya Hak Milik 
Pada Pasal 20 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 menyebutkan bahwa: 
- Ayat (1) 
Hak Milik adalah hak turun menurun, terkuat dan terpenuh yang dapat 
dipunyai orang atas tanah dengan mengingat ketentuan dalam Pasal 6 
- Ayat (2) 
Hak Milik dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain. 
Untuk mendapatkan Hak Milik atas tanah menurut K. Wantjik Saleh dalam 
bukunya Hak Anda Atas Tanah ada 2 cara, yaitu
9
: 
a. Dengan Peralihan (beralih atau dialihkan) 
Mendapatkan Hak Milik dengan peralihan dapat diartikan Hak Milik dapat 
beralih. Maksudnya hak Milik berpindah dari seseorang kepada orang lain melalui 
peristiwa hukum atau akibat hukum, disini tidak ada unsur “sengaja”. Misalnya, 
seorang yang meninggal dunia, maka sebagai peristiwa hukum almarhum 
meninggalkan warisan yang tanpa suatu perbuatan hukum, mengakibatkan haknya 
beralih. 
                                                          
9
 K. Wantjik Saleh, Hak Anda Atas Tanah, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985, Hlm 24 
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Hak milik dapat dialihkan maksudnya hak milik seorang berpindah kepada 
orang lain karena perbuatan hukum, disini menunjukkan adanya “kesengajaan” 
dilakukan dengan maksud agar pihak lain memperoleh hak tersebut yaitu melalui jual 
beli, hibah, tukar menukar dan sebagainya. 
b. Menurut cara UUPA, dalam Pasal 22 terjadi karena : 
1) Menurut Hukum Adat 
Menurut Pasal 22 ini harus diatur dengan Peraturan Pemerintah supaya tidak 
merugikan kepentingan umum dan negara. Terjadinya hak milik atas tanah menurut 
hukum adat lazimnya bersumber pada pembukaan hutan yang merupakan bagian 
tanah ulayat suatu masyarakat hukum adat. Dengan membuka tanah hutan tersebut 
bukan berarti langsung memperoleh hak atas tanah, tetapi barulah timbul hubungan 
hukumnya menjadi lebih kuat yang dalam UUPA disebut dengan Hak Pakai. Hak 
pakai ini lama kelamaan tumbuh menjadi hak milik melalui proses pertumbuhan yang 
memakan waktu yang lama berkat usaha atau modal yang dikeluarkan oleh orang 
yang membuka tanah tersebut. Pembukaan hutan secara tidak teratur dapat membawa 
akibat yang sungguh merugikan kepentingan umum dan negara, berupa kerusakaan 
tanah, erosi, tanah longsor, banjir, dan sebagainya. 
2) Penetapan Pemerintah 
Hak milik yang terjadi karena penetapan pemerintah diberikan oleh instansi 
yang berwenang menurut cara dan syarat-syarat yang ditetapkan dengan peraturan 
pemerintah. Tanah yang diberikan dengan hak milik itupun dapat diberikan sebagai 
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perubahan dari pada yang sudah dipunyai oleh pemohon, misalnya hak guna 
bangunan, hak guna usaha, atau hak pakai, hak milik ini merupakan pemberian hak 
baru. 
3) Pemberian Hak Milik karena Undang-Undang/Konversi 
Hak milik tersebut diberikan atas permohonan yang bersangkutan. 
Permohonan untuk mendapatkan hak milik itu diajukan secara tertulis kepada pejabat 
yang berwenang dengan perantara Bupati, Walikota, Kepala Daerah ke Kepala 
Kantor Agraria Daerah yang bersangkutan. Oleh instansi yang berwenang hak milik 
yang dimohon itu diberikan dengan menerbitkan suatu surat keputusan pemberian 
hak milik. 
4) Pemberian Hak Milik sebagai Perubahan Hak. 
Pihak yang mempunyai tanah dengan hak guna usaha, hak guna bangunan 
atau hak pakai, jika menghendaki dan memenuhi syarat-syarat dapat menunjukkan 
permintaan kepada instansi yang berwenang, agar haknya itu diubah menjadi hak 
milik, pemohon lebih dahulu harus melepaskan haknya hingga tanahnya menjadi 
tanah negara sesudah itu dimohon (kembali) dengan hak milik. 
3. Hapusnya Hak Milik Atas Tanah 
Mengenai hapusnya hak milik disebutkan dalam Pasal 27 Undang-Undang 
Pokok Agraria yaitu : “Hak milik hapus apabila”:10 
a. Tanahnya jatuh kepada negara : 
                                                          
10
 Soejono-Abdurrahman, Prosedur Pendaftaran Tanah ( Tentang Hak Milik, Hak Sewa 
Bangunan, Hak Guna Bangunan), Rineka Cipta, Jakarta, hal 19-27. 
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1) Karena pencabutan hak berdasarkan Pasal 18 
Menurut Pasal 18 Undang-Undang Pokok Agraria untuk kepentingan umum, 
termasuk kepentingan bangsa dan negara serta kepentingan bersama dari rakyat, hak-
hak atas tanah dapat dicabut dengan memberi ganti kerugian yang layak dan menurut 
cara-cara yang diatur dengan Undang-Undang. Mengenai pencabutan hak atas tanah 
ini telah dikeluarkan beberapa peraturan pelaksanaan seperti Undang-Undang Nomor 
20 Tahun 1961, Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1973, Instruksi Presiden 
Nomor 9 Tahun 1973 dan lain-lain yang memberikan penggarisan bagaimana 
seharusnya pencabutan harus dilakukan. Persoalan hapusnya hak sebagai akibat 
pencabutan hak atas tanah untuk kepentingan umum dalam sistem hukum agraria kita 
hanya ada di dalam ketentuan hukumnya, akan tetapi tidak pernah terjadi praktek. 
Dalam rangka perlindungan hak-hak atas tanah dari seluruh warga masyarakat 
institusi ini perlu untuk “dihidupkan” dan dipergunakan bilamana usaha pembebasan 
tanah yang biasa digunakan tidak mencapai hasil yang sebagaimana yang diharapkan. 
2) Karena penyerahan dengan sukarela oleh pemiliknya 
Mengenai hapusnya hak milik atas tanah karena penyerahan yang dilakukan 
oleh pemiliknya secara sukarela kepada Negara sehingga hak miliknya hilang, 
biasanya kita temukan orang dengan persoalan “pembebasan tanah” yang biasa kita 
temukan dalam praktek bagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 15 Tahun 1975. Oleh sementara pihak, peraturan ini dinilai tidak mempunyai 
landasan hukum yang kuat karena tidak disebutkan secara eksplisit di dalam Undang-
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Undang Pokok Agraria. Maksud dari kerelaan dalam ketentuan Undang-Undang 
Pokok Agraria, “kesukarelaan” merupakan syarat mutlak dalam persoalan ini. 
Penyerahan karena terpaksa atau dipaksa tidak dapat dijadikan dasar untuk 
menyatakan hapusnya hak seseorang. Bentuk kesukarelaan ini dalam Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 1975 dituangkan dalam bentuk 
“musyawarah” yang dilakukan antara pemegang hak dengan panitia pembebasan hak. 
3) Batasan Penelantaran 
Hak milik atas tanah menjadi hapus karena pemiliknya menelantarkan tanah 
yang bersangkutan. Tanah yang ditelantarkan jatuh kepada Negara. Menurut 
penjelasan Undang-Undang Pokok Agraria tanah yang ditelantarkan kalau dengan 
sengaja tidak dipergunakan sesuai dengan keadaannya atau sifat dan tujuan dari 
haknya. Menurut AP. Parlindungan yang berhak menyatakan tanah tersebut dalam 
keadaan terlantar adalah Menteri Dalam Negeri cq. Direktur Jenderal Agraria 
Provinsi dan tanahnya kembali menjadi tanah yang dikuasai oleh Negara. 
4) Karena ketentuan Pasal 21 ayat (3) dan Pasal 26 ayat (2). 
Ketentuan mengenai hal ini dicantumkan dalam Pasal 21 ayat (3) dan Pasal 26 
ayat (2) Undang-Undang Pokok Agraria, karena hak milik tersebut akan menjadi 
hapus dengan berlakunya kedua Pasal tersebut. Kedua ketentuan ini adalah suatu hal 
yang wajar untuk mencegah adanya orang asing yang mempunyai hak terkuat dan 
terpenuhnya di Indonesia, sehingga mempersulit penyelesaian kalau timbul suatu hal 
yang diinginkan. Dalam kenyataan hal yang secara langsung memang jarang terjadi, 
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akan tetapi yang banyak justru yang dilakukan dengan “penyelundupan” dan hal lain 
ini sulit untuk dibantu. Pemilikan dengan melalui pihak ketiga atau pemilikan secara 
tersembunyi, pemilikan berkedok adalah hal yang banyak dijumpai dalam masyarakat 
akan tetapi mengalami kesulitan untuk membuktikan. 
b. Tanahnya musnah 
Dengan musnahnya tanah yang menjadi hak milik, maka sang pemilik tidak 
dapat lagi memiliki tanah. Menurut Boedi Harsono, hak milik sebagai hubungan 
hukum yang konkret antara sesuatu subyek sebidang tanah tertentu menjadi hapus 
bila tanahnya musnah karena obyeknya tidak lagi ada. Kemusnahan tanah itu 
misalnya dapat disebabkan longsor atau berubahnya aliran sungai. Kalau yang 
musnah itu hanya sebagian, maka hak miliknya tetap berlangsung atas tanah sisanya. 
B. Peralihan Hak Milik Atas Tanah Melalui Jual Beli 
1. Pengertian Jual Beli Hak Milik Atas Tanah 
Seseorang yang memiliki tanah, karena kebutuhan tertentu kadang tanah yang 
bersangkutan dipindahkan kepada orang lain. Pemindahan hak atas tanah dapat 
berupa jual beli, hibah, tukar menukar dan lelang. Dari perbuatan hukum tersebut 
yang sering dilakukan adalah jual beli tanah. jual beli tanah sering dilakukan oleh 
warga masyarakat baik di kota maupun di desa. 
Pengertian jual beli khususnya untuk tanah hak milik dibedakan menjadi 2 
(dua) yaitu menurut Hukum Barat yang termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum 
Perdata (KUHPerdata) dan Hukum Adat. 
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a. Menurut Hukum Barat (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) 
Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan secara tegas 
yang dimaksud dengan transaksi jual beli, adalah : 
“jual beli adalah suatu persetujuan, dengan mana pihak yang satu 
mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang 
lain untuk membayar harga yang telah diperjanjikan” 
 
Pasal 1458 Kitab Undang-Undang hukum Perdata menyatakan pula : 
“Jual beli ini dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, seketika 
setelah orang-orang ini mencapai kata sepakat tentang kebendaan tersebut 
meskipun kebendaan itu belum diserahkan maupun kebendaan itu belum 
dibayar” 
 
Pasal 1459 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan : 
“Hak Milik atas benda yang dijual tidaklah berpindah kepada sipembeli 
selama penyerahannya belum dilakukan menurut Pasal 612, 613 dan 616” 
 
Dari pengertian tersebut di atas, maka untuk terjadinya transaksi, setelah 
adanya penyesuaian kehendak atau tercapainya kata sepakat antara kedua belah pihak 
mengenai barang dan harga adalah merupakan unsur pokok dalam transaksi jual beli. 
Mengenai kata sepakat yang telah dicapai para pihak dalam transaksi, tidak selalu 
dibuat secara tertulis melainkan dapat juga secara lisan. 
b. Menurut Hukum Adat 
Menurut Hukum Adat yang dimaksud dengan transaksi jual beli hak atas 
tanah adalah adanya atau diperlukannya persetujuan yang berada diantara kedua 
belah pihak. Akan tetapi yang lebih dipentingkan lagi ialah diperlukannya atau 
adanya penyerahan hak atas tanah yang menjadi obyek dari transaksi jual beli hak 
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atas tanah oleh penjual kepada pembeli. Pada saat itu pulalah, pembeli menyerahkan 
pembayaran harga kepada penjual. Jadi pengertian tersebut berarti konkrit atau nyata, 
yang mana sebelum adanya penyerahan hak atas tanah atau pembayaran harga maka, 
transaksi jual beli hak atas tanah dianggap belum pernah terjadi atau belum sah. 
Transaksi jual beli hak atas tanah itu pertama-tama diperlukan, adanya kata 
sepakat, yang mana harga dari hak atas tanah yang dijual itu belum dibayar tetapi 
sudah ada kata sepakat maka, transaksi jual beli hak atas tanah itu dianggap telah sah. 
Hal tersebut di atas juga senada dengan pendapat Effendi Perangin, yang menyatakan 
bahwa:
11
 
“transaksi Jual Beli hak atas tanah itu dianggap sudah terjadi antara kedua 
belah pihak pada saat mereka sudah mencapai kata sepakat mengenai hak 
atas tanah yang diperjualbelikan itu serta mengenai harganya, biarpun hak 
atas tanah itu belum diserahkan dan harganya belum dibayar” 
 
Jadi transaksi jual beli hak atas tanah menurut Hukum Adat dan Hukum 
Perdata Barat pada hakikatnya adalah berbeda, karena menurut hukum adat terjadi 
transaksi jual beli hak atas tanah adalah berupa penyerahan hak atas tanah dan 
disertai dengan pembayaran atas sejumlah harga. Sedangkan menurut hukum perdata 
barat, terjadinya transaksi jual beli hak atas tanah adalah saat mereka mencapai kata 
sepakat, walaupun tanpa disertai dengan penyerahan hak atas tanah dan pembayaran 
atas sejumlah harga. 
Ada dua macam jual beli tanah dalam hukum adat yaitu:
12
 
                                                          
11
 Effendi perangin, Hukum Agraria Jilid I tentang transaksi jual beli hak atas tanah, 
Rajawali press, cetakan IV, Jakarta, 1987, hlm 114 
12 Soekanto, Meninjau Hukum Adat Indonesia, Raja Grafindo, Jakarta, 1996, hal. 84. 
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1) Perbuatan hukum bersifat sepihak yaitu suatu kelompok orang mendiami 
tempat dan membuat rumah di atas tanah itu, membuka tanah pertanian, 
menggubur orang di tempat itu dan lain-lain. Perbuatan hukum ini adalah 
hanya dari satu pihak. 
2) Perbuatan hukum bersifat dua pihak. 
Intinya adalah peralihan hak atau penyerahan hak dengan pembayaran kontan. 
Untuk menjalankan jual beli dibutuhkan bantuan kepala persekutuan yang 
bertanggung jawab atas sahnya perbuatan hukum itu, maka perbuatan tersebut harus 
terang dan tunai. Jual beli tanah dalam hukum adat itu antara lain:
13
 
a) Menjual gade artinya mereka yang menerima tanah mempunyai hak untuk 
mengerjakan tanah itu dan mempunyai hak penuh untuk memungut penghasilan 
dari tanah. Ia hanya terikat oleh janjinya bahwa tanah itu hanya dapat ditebus 
oleh yang menjual gade. Pada umumnya tanah dikembalikan dalam keadaan 
pada waktu tanah itu diserahkan. 
b) Menjual lepas artinya pembeli mendapat hak milik atas tanah yang dibelinya. 
Pembayaran dilakukan dihadapan kepala persekutuan. 
c) Menjual tahunan adalah suatu bentuk menyewakan tanah yang terdapat di Jawa 
yang lamanya tidak dapat ditentukan. 
d) Pemberian tanah (secara hibah atau warisan ), Memberikan tanah dimana hak 
milik segera dialihkan baik kepada ahli warisnya maupun pada orang lain dan 
                                                          
13
 Ibid., h. 80 
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baik yang memiliki tanah masih hidup maupun pemilik tanah sudah meninggal 
dunia. 
 
2. Dasar Hukum Jual Beli Hak Milik Atas Tanah  
Seperti telah diketahui bahwa tanah dalam kehidupan manusia mempunyai 
arti yang sangat penting, karena sebagian besar kehidupan manusia tergantung dari 
tanah. Dalam agama juga dijelaskan bahwa manusia adalah berasal dari tanah dan 
tanah merupakan tempat bermukim bagi umat manusia. Disamping sebagai sumber 
penghidupan untuk mencari nafkah melalui bertani, tanah juga dapat dinilai sebagai 
harta yang bersifat permanen karena memberikan suatu kemanfaatan untuk 
kehidupan dimasa yang akan datang.  
Berdasarkan kenyataan berbagai aspek kehidupan manusia baik yang bersifat 
social, politik, ekonomi, budaya dan lain sebagainya, sehingga dalam rangka 
pemecahan aneka permasalahan yang menyangkut masalah pertanahan tidak hanya 
memperhatikan aspek yuridis saja tetapi juga harus memperhatikan aspek-aspek 
lainnya. 
Dewasa ini dengan berkembangnya pembangunan disegala bidang terutama 
pembangunan yang menggunakan tanah mengakibatkan persediaan tanah semakin 
berkurang yang pada akhirnya mempengaruhi orang yang mempunyai modal untuk 
berusaha memperluas areal tanahnya dengan jalan melakukan transaksi jual beli 
tanah. Hal ini dijamin secara konstitusional sebagaimana Pasal 28 H ayat (1) Undang-
Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa : 
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“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan 
mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak mendapat 
pelayanan kesehatan”.14 
 
Hak milik atas tanah oleh Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) diatur 
dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 27 yang merupakan ketentuan pokok saja. 
Belum ada Undang-Undang mengenai hak milik, yang memang perlu dibuat berdasar 
Pasal 50 ayat (1) yaitu bahwa ketentuan-ketentuan lebih lanjut mengenai hak milik 
diatur dengan Undang-Undang. 
Berdasarkan ketentuan ini, maka segala mengenai hak milik masih 
memerlukan pelaksanaan lebih lanjut dalam peraturan-peraturan tersendiri, tetapi 
dalam kenyataannya sampai saat ini belum terwujud. Oleh karena itu, diberikan 
kemungkinan berlakunya ketentuan-ketentuan hukum adat dan peraturan-peraturan 
lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan jiwa dari ketentuan-ketentuan Undang-
Undang Pokok Agraria sebagaimana diatur dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 5 
Tahun 1960 yang menyatakan : 
“Selama Undang-Undang mengenai hak milik sebagai tersebut dalam Pasal 
50 ayat (1) belum terbentuk, maka yang berlaku adalah ketentuan-ketentuan 
hukum adat setempat dan peraturan-peraturan lainnya mengenai hak-hak 
atas tanah yang memberi wewenang sebagaimana mirip dengan ketentuan-
ketentuan dalam Pasal 20 Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). 
Sepanjang tidak bertentangan dengan jiwa dan ketentuan-ketentuan Undang-
Undang ini”15. 
 
Pasal 56 Undang-Undang Pokok Agraria tidak memeberikan perincian 
mengenai peraturan-peraturan mana yang untuk sementara diberlakukan terhadap hak 
                                                          
14
 UUD 1945 Hasil Amandemen, ( Jakarta : Sinar Grafika, 2002 ), hal. 22. 
15 Effendi Perangin, Hukum Agraria Di Indonesia, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1994, 
hal 236 
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milik tersebut, hanya ditunjuk pada peraturan-peraturan hukum adat yang memberi 
wewenang sebagaimana mirip dengan yang dimaksudkan Pasal 20 Undang-undang 
Pokok Agraria sepanjang tidak bertentangan dengan jiwa dan ketentuan Undang-
Undang ini. 
a. Menurut Hukum Adat  
Backhtiar Effendi dalam bukunya “kumpulan tulisan tentang hukum tanah” 
mengatakan bahwa” di dalam hukum adat ada sistem yang dipakai yang berkenaan 
dengan jual beli tanah, umumnya dikenal dengan sistem yang kongkrit, kontan dan 
terang, dimana perpindahan hak atas tanah serentak begitu pembayaran harga tanah 
diserahkan kepada pembeli”16. Pertemuan kehendak harus di kongkritkan dengan 
penyerahan panjar supaya mengikat secara hukum adat. 
Transaksi jual beli tanah dapat dibuat di atas kertas segel atau tanpa kertas 
segel dan harus dibubuhi materai secukupnya yang dibuat oleh para pihak di hadapan 
kepala desa yang bersangkutan. Dengan demikian penyerahan hak milik atas tanah 
telah beralih kepada pembeli. Bila jual beli tersebut tidak dilakukan di hadapan 
kepala desa maka dianggap sah sepanjang syarat materilnya sudah dipenuhi oleh para 
pihak, yaitu harga telah dibayar oleh pembeli dan si penjual tanah telah menyerahkan 
sepenuhnya hak atas tanah kepada pembeli. 
Syarat untuk sahnya jual beli tanah menurut hukum adat adalah terpenuhinya 
tiga unsur, yakni tunai, riil, dan terang. 
                                                          
16
 Bakhtia Efendi, Kumpulan Tulisan Tentang Hukum Tanah, Alumni bandung, 1982, hal. 22 
30 
 
 
Yang dimaksud dengan tunai adalah bahwa penyerahan hak oleh penjual 
dilakukan bersamaan dengan pembayaran oleh pembeli dan seketika itu juga hak 
sudah beralih. Harga yang dibayarkan itu tidak harus lunas, namun selisi harga 
dianggap sebagai utang pembeli kepada penjual yang termasuk dalam lingkup hukum 
utang-piutang. 
Sifat riil berarti bahwa kehendak yang diucapkan harus diikuti dengan 
perbuatan nyata, misalnya dengan diterimanya uang oleh penjual dan dibuatnya 
perjanjian di hadapan kepala desa. 
Perbuatan hukum jual beli tanah disebut terang kalau dilakukan di hadapan 
kepala desa untuk memastikan bahwa perbuatan itu tidak melanggar ketentuan 
hukum yang berlaku. Mengenai ikut sertanya kepala desa/ adat dalam jual beli tanah, 
Mahkamah Agung dalam Yurisprudensinya tanggal 13 Desember 1958 Nomor 4/ K/ 
RUP/ 1958 menyatakan bahwa belumlah ternyata ikut sertanya kepal desa diharuskan 
sebagai syarat mutlak oleh hukum adat, hanya percampuran kepala desa atau 
kesaksian kepala desa itu merupakan faktor yang lebih-lebih menyatakan keyakinan 
bahwa suatu jual beli tanah adalah sah. 
Dalam putusan Mahkama Agung tanggal 12 juni 1975 Nomor 952/ K/ SIP/ 
1975 dalam pertimbangan hukumnya menyebutkan bahwa “ Jual Beli adalah sah 
apabila telah memenuhi syarat-syarat dalam KUH Perdata atau Hukum Adat, Jual 
beli dilakukan menurut hukum adat, secara riil dan tunai serta diketahui oleh Kepala 
Desa”. Keputusan dari Mahkamah Agung tersebut sesuai dengan asas dari hukum 
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adat. Kemudian bila jual beli tersebut tidak dilakukan dihadapan PPAT tetap 
dianggap sah karena UUPA berdasarkan hukum adat dan pengertian transaksi jual 
beli menurut UUPA menggunakan asas dari hukum adat yaitu konkrit dan nyata. 
Menurut K.Wanjik Saleh “Jual Beli dalam hukum adat merupakan perbuatan 
hukum dimana pihak penjual menyerahkan tanahnya kepada pembeli untuk selama-
lamanya dan pada saat yang bersamaan pembeli membayar harga tanah tersebut 
kepada penjual”17. Selanjutnya menurut beliau jual beli tanah menurut hukum adat 
dilakukan di muka kepala adat. Jadi kepala adat inilah yang bertindak sebagai orang 
yang menangani jual beli dan menjamin tidak adanya pelanggaran hukum atas jual 
beli tersebut. Dengan kata lain kepala adat bertindak sebagai saksi dan menjamin 
sampai selesainya urusan jual beli dan telah dianggap sah. 
Van Dijk mengatakan bahwa “Jual beli tanah menurut hukum adat adalah 
perpindahan tanah untuk selama-lamanya dengan menerima sejumlah uang yang 
dibayar secara tunai atau kontan oleh pembeli dan pembeli memperoleh hak milik 
penuh atas tanah tersebut”18 pembayaran secara tunai dan kontan ini dilakukan 
dihadapan kepala desa sebagai saksi atas sahnya jual beli tersebut. 
Menurut R.Wiryono Projodikoro, berpendapat bahwa “jual beli menurut 
hukum adat adalah bukan hanya persetujuan belaka antara kedua belah pihak 
melainkan merupakan suatu penyerahan hak atas barang atau benda dengan syarat 
membayar harga”. Ini berarti bahwa jual beli ini bukanlah hanya persetujuaan belaka 
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 Ibid, hal. 30 
18
 Van Dijk, Diterjemahkan A. Soehardi, Pengantar Hukum Adat Indonesia, Sumur, 
Bandung, 1979, hal 66. 
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yang berada antara kedua belah pihak, melainkan suatu penyerahan barang atau 
benda oleh sipenjual kepada sipembeli dengan maksud memindahkan hak dengan 
barangnya dengan syarat telah membayar harga tertentu oleh pembeli kepada penjual. 
Pada waktu diadakan persetujuan diantara kedua belah pihak dalam hukum adat 
biasanya lazim diberikan panjar oleh pembeli kepada penjual dan ini dimaksudkan 
supaya ada kekuatan antara kedua belah pihak. 
Ketentuan tentang jual beli tanah menurut hukum adat telah diatur di dalam 
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960. dalam Pasal 5 di dalam Undang-Undang 
tersebut menyatakan bahwa: 
“hukum Agraria yang berlaku atas bumi air dan ruang angkasa ialah hukum 
adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan Nasional dan 
negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan sosialisme 
Indonesia serta dengan peraturan-peraturan yang tercantum dalam undang-
undang ini dan dengan peraturan perundangan lainnya, segala sesuatu 
dengan mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama” 
 
Dari ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 di atas dapat 
diketahui, bahwa sistem yang dipakai pada hukum agraria kita (Undang-Undang 
Pokok Agraria) adalah “Sistem Hukum Agraria Adat”. Namun, yang akan dipakai 
adalah hukum adat yang telah disempurnakan. Dalam penggunaannya sebagai 
pelengkap hukum tertulis, norma hukum adat menurut Pasal 5 UUPA, juga akan 
mengalami pemurnian atau saneering dari unsur-unsurnya yang tidak asli. Sehingga 
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pembentukan hukum tanah nasional yang digunakan sebagai bahan utama adalah 
konsepsi dan asas-asas hukum adat.
19
 
Dengan melihat uraian di atas, maka transaksi jual beli hak atas tanah itu 
berpedoman pada hukum adat. Dari ketentuan yang ada tersebut, apabila 
dibandingkan antara transaksi jual beli hak atas tanah menurut hukum adat ternyata 
pada dasarnya tidak berbeda dengan ketentuan UUPA, karena transaksi jual beli hak 
atas tanah menurut hukum agraria nasional merupakan perbuatan hukum yang 
bersifat kontan. Beralih atau berpindahnya hak atas tanah dimulai sejak tanda tangan 
“akta Jual beli”oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) juga pihak-pihak yang 
bersangkutan dan dua orang saksi. Hal-hal yang berbeda mengenai pelaksanaan atau 
teknis pemindahan haknya, menurut hukum agraria nasional dituntut adanya “tertib 
administrasi pertanahan” terutama yang erat kaitannya dengan “masalah pendaftaran 
tanah” sehingga hal-hal yang menyangkut hubungan hukumnya dapat dijamin.  
Dengan demikian, aturan transaksi jual beli hak atas tanah menurut Undang- 
Undang Pokok Agraria sama dengan aturan transaksi jual beli hak atas tanah menurut 
hukum adat. Hanya saja perbedaannya terletak pada tata cara pelaksanaannya. 
Menurut hukum adat transaksi jual beli hak atas tanah dilakukan di hadapan kepala 
desa. Sedangkan menurut Undang-Undang Pokok Agraria transaksi jual beli hak atas 
tanah harus dilakukan di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) didaftarkan 
pada kantor Pertanahan Kabupaten/Kota setempat.  
                                                          
19
 Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok 
Agraria Isi dan Pelaksanaanya jilid 1 Hukum tanah nasional, djambatan, Jakarta,1999, hlm 180 
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Setelah UUPA yang bersifat unifikasi itu diberlakukan, maka dualisme dalam 
pengertian jual beli tersebut di atas diakhiri, karena salah satu tujuan dari UUPA 
adalah meletakkan dasar unifikasi hukum dan menghapus dualisme tersebut. 
Demikian pula dengan hak atas tanah yang sebelumnya seperti tanah barat dan ada 
tanah adat, maka setelah diberlakukannya UUPA hanya mengenal satu macam hak 
atas tanah yaitu yang diatur dalam UUPA seperti, Hak Milik, Hak Guna Bangunan, 
Hak Guna Usaha dan lain-lain. 
b. Menurut Hukum Barat KUH Perdata 
Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 terdapat sifat 
dualisme dalam hukum tanah yaitu berlakunya ketentuan hukum adat dan hukum 
barat terhadap tanah, sehingga pada waktu itu juga terdapat aturan jual beli menurut 
hukum adat sebagaimana yang telah dikemukakan di atas. 
Di dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer) dijelaskan tentang 
dasar hukum jual beli yang terdapat pada buku ke III bab kelima tentang jual beli 
yaitu sebagai berikut : 
1) Pasal 1457 Yang berbunyi :  
“jual beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu 
mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dengan pihak 
yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan”. 
 
2) Pasal 1458 Yang berbunyi : 
“Jual beli itu dianggap telah terjadi antara keduabelah pihak, seketika 
setelahnya orang-orang ini mencapai sepakat tentang kebendaan tersebut 
dan harganya, meskipun kebendaan itu belum diserahkan, maupun 
harganya belum dibayar”. 
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3) Pasal 1459 Yang berbunyi : 
“Hak milik atas barang yang dijual tidaklah berpindah kepada sipembeli, 
selama penyerahannya belum dilakukan menurut Pasal 612, 613 dan 616”. 
 
Menurut hukum barat, khususnya ketentuan yang ada dalam KUH Perdata 
yaitu seperti yang diatur dalam Pasal 1320 sudah merupakan suatu pandangan yang 
kelihatannya tidak mungkin salah yaitu yang mensyaratkan bahwa suatu keabsahan 
dari suatu perbuatan hukum harus memenuhi: 
1. Kesepakatan mereka yang mengikat diri 
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan  
3. Suatu pokok persoalan tertentu 
4. Sebab yang tidak terlarang 
Demikian pula apa yang diatur oleh Pasal 1338 KUH Perdata bahwa semua 
persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-
undang bagi mereka yang membuatnya. 
Aturan jual beli didasarkan pada Pasal 1457 KUH Perdata. Dengan demikian 
jika suatu persetujuan jual beli yang dibuat oleh pihak-pihak baik yang dilakukan di 
bawah tangan maupun dengan akta notaris adalah sah dan selama tidak ada gugatan 
dari pihak-pihak yang mengadakan perbuatan hukum tersebut maka pelaksanaannya 
adalah sah dan tidak dapat di ganggu gugat. 
Kemudian dalam Pasal 1458 KUH Perdata dinyatakan bahwa jual beli 
dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak seketika orang-orang tersebut 
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mencapai kata sepakat tentang kebendaan tersebut dan harganya, meskipun 
kebendaan tersebut belum diserahkan maupun harganya belum dibayar. 
Akan tetapi disini hak milik atas barang yang dijual tidaklah berpindah 
kepada sipembeli selama penyerahan belum dilakukan. Hak atas tanah akan beralih 
setelah dilakukan penyerahan yuridis (Yuridische Levering). Penyerahan yuridis ini 
harus dilakukan dengan akta yang dibuat oleh kepala kadaster selaku overschrijving 
ambtenaar (Pejabat Balik Nama) berdasarkan Ordonansie Balik Nama 
(Overschrijving Ordonatie S. 1834 No. 27). Perbuatan Hukum tersebut lazim disebut 
dengan istilah Balik Nama dan aktanya disebut Akta Balik Nama.  
Berkaitan dengan hal tersebut di atas, K.Wantjik Saleh mengatakan bahwa 
jual beli berdasarkan hukum barat terdiri atas dua bagian, yaitu: 
1) Perjanjian jual belinya. 
2) Penyerahan haknya. 
Perjanjian jual beli dan penyerahan haknya, keduanya terpisah satu sama lain 
sehingga walaupun perjanjian jual belinya sudah selesai, biasanya dengan akta 
notaris, tetapi kalau penyerahan haknya belum dilakukan, maka status tanah masih 
menjadi milik penjual karena disini akta notaris hanya bersifat obligatoir.
20
 
 Adapun jenis-jenis hak milik atas tanah dalam hukum barat  adalah sebagai 
berikut: 
1) Hak Eigendom 
                                                          
20
 Ibid, hal. 32 
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Hak eigendom berdasarkan Pasal 570 Burgelijk Wetboek adalah hak untuk 
menikmati kegunaan sesuatu keberadaan dengan leluasa dan untuk berbuat bebas 
terhadap kebendaan itu dengan kedaulatan sepenuhnya asal tidak bertentangan 
dengan undang-undang atau peraturan umum yang ditetapkan oleh sesuatu kekuasaan 
yang berhak menetapkannya dan tidak mengganggu hak-hak orang lain, kesemuanya 
itu dengan tidak mengurangi kemungkinan akan pencabutan hak itu demi 
kepentingan umum berdasarkan ketentuan undang-undang dan dengan pembayaran 
ganti rugi.” 
Mengenai subyek-subyek dari Hak Eigendom adalah sebagai berikut : 
a) Orang-orang Belanda dan yang dipersamakan dengan mereka. 
b) Orang-orang yang termasuk golongan timur asing dan yang disamakan 
dengan mereka. 
c) Orang-orang pribumi asli (Indonesia asli). 
d) Badan hukum. 
2) Hak Opstal 
Menurut Pasal 711 KUH Perdata, hak opstal adalah hak kebendaan untuk 
mempunyai gedung-gedung, bangunan dan penanaman di atas pekarangan orang 
lain”. Untuk memperoleh tanah hak opstal, maka luas tanahnya tidak boleh lebih dari 
10 bau, dan lamanya tiga puluh tahun, akan tetapi kalau perlu dapat diperpanjang 
lagi, dan untuk badan hukum dapat dengan waktu tujuh puluh lima tahun.” 
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Hak opstal ini bisa didapat dengan menyewa tanah negeri yang bebas atau 
milik rakyat Indonesia dengan melalui jalan seperti untuk mendapatkan hak 
eigendom, yaitu menyerahkan hak memakai dari orang Indonesia kepada pemerintah. 
Perlu diketahui bahwa kalau habis temponya kemudian dapat di minta dengan hak 
lain (eigendom) dengan pembayaran seperti untuk mendapatkan hak eigendom. 
Menyimpang dari ketentuan di atas, ada jalan lain bagi orang Eropa (Belanda) 
yang tidak mampu untuk memperoleh hak opstal yaitu dengan cara membayar tiap-
tiap tahun 2% dari harga taksirannya agar dapat dibalik menjadi hak opstal. 
Pembayaran 2% tiap tahun ini dapat dijadikan sebagai angsuran untuk kemudian 
menjadi hak milik “eigendom” dan ini sesuai dengan STBL 1912 No. 178. Disini 
tampak sekali bahwa selalu ada jalan bagi pelanggaran undangundang yang termasuk 
golongan eropa, untuk mengesahkan tindakan yang melanggar hukum. 
3) Hak Erfpacht 
Hak Erfpacht adalah hak untuk mendapatkan kenikmatan yang sepenuh 
penuhnya dari suatu benda yang tidak bergerak (tanah) kepunyaan orang lain, dengan 
kewajiban memberi upeti (sewa poch) tiap-tiap tahun kepada yang punya tanah baik 
yang berupa uang maupun yang berupa penghasilan atau pendapatan, peraturan-
peraturan yang mengatur hak-hak dan kewajiban-kewajiban pemegang hak erfpacht 
dengan STBL 1913 No. 699. 
Hak Erfpacht dapat dipindahkan haknya (dijual) kepada orang lain dan dapat 
dibebani hipotik (dapat dijadikan tanggungan untuk mendapatkan pinjaman dari 
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bank). Dapat dikembalikan kepada negara, dapat pula dicabut haknya kalau tidak 
memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam perjanjian diantaranya adalah 
seandainya tidak ditanami menurut pantasnya (perjanjian) atau melanggar larangan 
yang ditentukan (dalam perjanjian erfpacht di-antaranya disebutkan tidak boleh tanah 
erfpacht itu ditanami opium). Disamping itu tidak ditetapkan batas waktu hak 
erfpacht dan biasanya berlaku untuk waktu yang diperjanjikan, sehingga ada 
kemungkinan pemberian hak untuk selama-lamanya yang disebut dengan hak 
erfpacht abadi. Menurut undang-undang tanah yang boleh diberikan dengan hak 
erfpacht ialah tanah bebas yang berupa hutan belukar, tetapi ada pula 
perkecualiannya. 
c. Menurut Undang Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 
Undang-Undang Pokok Agraria menghendaki adanya unifikasi hukum dalam 
jual beli, namun tanpa menggunakan kedua sistem tersebut secara bersama-sama. 
Apabila dilihat ketentuan dalam UUPA, tidak disebut secara jelas aturan yang mana 
dipakai dalam jual beli tersebut. Di bawah ini adalah aturan yang menjelaskan 
tentang dasar hukum jual beli dalam Undang-Undang Pokok Agraria. 
Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok 
Agraria yang terdapat pada: 
1) Pasal 1 Ayat (2) menyatakan bahwa: 
“Seluruh bumi, air dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang 
terkandung di dalam wilayah Republik Indonesia sebagai karunia Tuhan 
Yang Maha Esa adalah bumi, air, dan ruang angkasa bangsa Indonesia dan 
merupakan kekayaan nasional”. 
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2) Pasal 20 ayat (1) dan (2) 
Ayat (1)Yang berbunyi:  
“Hak milik adalah hak turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat 
dipunyai atas orang tanah dengan mengingat ketentuan dalam Pasal 6 
(semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial)” 
 
Ayat (2) Yang berbunyi : 
“ Hak milik dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain” 
3) Pasal 21 ayat (1) mengatakan bahwa: 
“hanya warga negara Indonesia yang dapat mempunyai Hak Milik 
atas tanah”. Oleh karena itu orang yang memiliki kewarganegaraan 
rangkap dalam hal pemilikan tanah disamakan dengan orang asing.  
 
4) Pasal 26 ayat (1) Yang berbunyi : 
“Jual–beli, penukaran, penghibahan, pemberian dengan wasiat, pemberian 
menurut adat dan peraturan–peraturan lain yang dimaksudkan untuk 
memindahkan hak milik serta pengawasannya diatur dengan peraturan 
pemerintah” 
 
Dalam Pasal 26 ayat (1) UUPA dinyatakan bahwa jual beli, penukaran, 
penghibahan, pemberian, dengan wasiat, pemberian menurut adat dan perbuatan lain 
yang dimaksudkan untuk memindahkan hak milik serta pengawasannya diatur 
dengan Peraturan Pemerintah.  
Boedi Harsono dalam bukunya UUPA, Sejarah, Isi dan Pelaksanaannya 
menyatakan bahwa meskipun hukum agraria sekarang ini memakai sistem dan asas-
asas hukum adat, jual beli tanah juga harus pula dimaknai sebagai perbuatan hukum 
yang berupa penyerahan hak milik atau penyerahan tanah untuk selama-lamanya oleh 
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penjual kepada pembeli, yang pada saat itu menyerahkan harganya kepada penjual. 
Jual beli yang mengakibatkan beralihnya hak milik atas tanah dari penjual kepada 
pembeli termasuk hukum agraria atau hukum tanah. Ini berarti bahwa berdasarkan 
Pasal 5 UUPA, maka jual beli tanah setelah UUPA mempergunakan sistem dan asas-
asas dalam hukum adat. 
Sudargo Gautama menyatakan bahwa hukum adat yang berlaku bukanlah 
hukum adat yang murni. Hukum adat ini perlu disesuaikan dengan asas-asas dalam 
UUPA. Hukum adat ini tidak boleh bertentangan dengan: 
a) Kepentingan nasional dan Negara yang berdasarkan atas persatuan bangsa. 
b) Sosialisme Indonesia. 
c) Peraturan-peraturan yang tercantum dalam UUPA. 
d) Peraturan-peraturan perundangan lainnya. 
e) Unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama.21 
Dalam konsiderans dinyatakan oleh UUPA bahwa perlu adanya hukum 
agrarian nasional yang berdasarkan atas hukum adat tentang tanah dan juga dalam 
Pasal 5 UUPA yang menyatakan bahwa hukum agrarian yang berlau atas bumi, air 
dan ruang angkasa ialah hukum adat. Dari pernyataan tersebut, ada yang menafsirkan 
bahwa dengan pembangunan Hukum Tanah Nasional harus dilakukan dalam bentuk 
penuangan norma-norma hukum adat dalam peraturan perundang-undangan menjadi 
                                                          
21
 Sudargo Gautama, tafsiran Undang-undang Pokok Agraria, Alumni Bandung, 1981, hal. 
16 
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hukum yang tertulis. Dan selama peraturan itu belum ada, maka norma hukum adalah 
yang berlaku. 
Peralihan hak atas tanah diatur dalam Pasal 19 menurut Peraturan Pemerintah 
Nomor 10 Tahun 1961 yang berbunyi : 
“ Setiap perjanjian yang bermaksud memindahkan hak atas tanah,   
memberikan suatu hak baru menggadaikan tanah, atau meminjam uang 
dengan hak atas tanah sebagai tanggungan, harus dibuktikan dengan suatu 
akta yang dibuat oleh dan dihadapan pejabat yang ditunjuk oleh Mentri 
Agraria. Akta tersebut bentuk dan ditetapkan oleh Menteri Agraria”. 
 
 Kekuatan tersebut telah disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 
24 Tahun 1997 bahwa setiap peralihan hak harus dibuktikan dengan akta yang dibuat 
oleh PPAT. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan mutu alat bukti perbuatan hukum, 
sehingga dengan akta dari PPAT pembeli telah memiliki alat bukti sebagai pemegang 
hak yang baru. 
Dalam jual beli tanah, secara hukum objeknya adalah hak atas tanah yang 
akan dijual. Yang harus diperhatikan dalam jual beli tanah adalah subjeknya yaitu 
penjual dan pembeli. Penjual yang berhak untuk menjual suatu bidang tanah adalah 
pemegang sah dari hak atas tanah itu. Kalau pemilik sebidang tanah itu hanya satu 
orang maka ia berhak untuk menjualnya sendiri. Tetapi apabila pemiliknya lebih dari 
satu orang maka harus dilakukan secara bersama-sama. Akibat dari jual beli yang 
dilakukan oleh orang yang tidak berhak maka jual belinya batal demi hukum
22
. 
Berdasarkan ketentuan Pasal 37 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 
Tentang Pendaftaran Tanah ditegaskan bahwa peralihan hak atas tanah dan hak milik 
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 Effendi Perangin,  Hukum Agraria di Indonesia, Satu Telaah Dari Sudut Pandang Praktisi 
Hukum, CV. Rajawali, Jakarta, 1987, hal.18 
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atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam 
perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya kecuali pemindahan hak 
melalui lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh 
PPAT yang berwenang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
Jual beli tanah sah menurut hukum dan selesai dengan dibuatnya akta oleh 
PPAT dan akta tersebut merupakan pembuktian bahwa telah terjadi jual beli hak atas 
tanah yaitu pembeli telah menjadi pemilik. Pendaftaran pemindahan hak di Kantor 
Pertanahan bukanlah merupakan syarat sahnya transaksi jual beli tetapi adalah guna 
memperkuat pembuktian terhadap pihak ketiga. 
Pelaksanaan pembuatan akta jual beli di hadapan PPAT harus dihadiri oleh 
para pihak yang melakukan perbuatan hukum yang bersangkutan atau oleh orang 
yang dikuasakan dengan surat kuasa tertulis, sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. Pembuatan akta juga harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya 
2 orang saksi yang memenuhi syarat. 
Fungsi akta PPAT yang dibuat adalah sebagai bukti bahwa benar telah 
dilakukan jual beli. Selama akta jual beli itu belum didaftarkan ke kantor Pertanahan, 
maka pembuktian itu terbatas pada para pihak yang melakukan transaksi, jadi tidak 
berlaku terhadap pihak ketiga. 
d. Menurut Hukum Islam  
Kata buyu’ adalah bentuk jama’ dari bai’ artinya jual-beli. Sering dipakai 
dalam bentuk jama’ karena jual-beli itu beraneka ragam bentuknya. Bai’ Secara 
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istilah ialah pemindahan hak milik kepada orang lain dengan imbalan harga. 
Sedangkan syira’ (pembelian) ialah penerimaan barang yang dijual (dengan 
menyerahkan harganya kepada si penjual). Dan seringkali masing-masing dari kedua 
kata tersebut diartikan jual beli. 
Kaum Muslimin sepakat atas bolehnya melakukan perniagaan, dan kebijakan 
memang mengharuskan adanya aktifitas jual beli ini, karena kebutuhan manusia 
sehari-hari pada umumnya bergantung pada apa yang ada di tangan kawannya, 
sedangkan kawan tersebut terkadang tidak memberikannya dengan cuma-cuma 
kepada rekannya. Maka di dalam pensyariatan jual beli terdapat sarana yang sah 
untuk menggapai tujuan dengan cara yang sah tanpa menzhalimi orang lain. 
 Jual Beli Pada prinsipnya boleh melakukan kegiatan jual beli apa saja dalam 
segala bentuk jual beli selama didasarkan pada sikap sama-sama ridha dari kedua 
belah pihak dan selama tidak dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya. 
Dalam jual beli ada dua hal yang sangat penting yaitu: mabi’ (barang yang 
dijual) dan yang lain disebut tsaman (harga)
23
. Dalam Kamus Hukum dijelaskan 
bahwa jual beli adalah suatu persetujuan, dimana pihak yang satu mengikat diri untuk 
menyerahkan barang yang tertentu, dan pihak yang lain mengikat diri untuk 
membayar harganya.  
                                                          
23 Lihat Abdurrahman Al-Jaziry, Kitab al-Fiqh Ala Al-Mazahib al-Arba’ah (Mesir: Dar al-
Fikr, 1974), h. 290. 
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Pengertian jual beli menurut istilah, terdapat beberapa pendapat di kalangan 
para Imam Mazhab, yakni:
24
 
1) Mazhab Hanafi  
Menurut mazhab Hanafi, jual beli mengandung makna, yakni: “menukarkan 
barang dengan dua mata uang, yakni emas dan perak dan yang sejenisnya. Kapan saja 
lafal diucapkan, tentu kembali kepada arti ini”. 
2) Mazhab Hambali 
Menurut ulama Hambali jual beli menurut syara’ ialah menukarkan harta 
dengan harta atau menukarkan manfaat yang mubah dengan suatu manfaat yang 
mubah pula untuk selamanya. 
3) Mazhab Syafi’i 
Ulama mazhab Syafi’i mendefinisikan bahwa jual beli menurut syara’ ialah 
akad penukaran harta dengan harta dengan cara tertentu. 
Dari beberapa argumen tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa jual beli 
adalah suatu persetujuan dimana pihak yang satu mengikat diri untuk menyerahkan 
barang dan pihak yang lain mengikat diri untuk membayar harganya. 
Pada dasarnya hukum jual beli adalah boleh. Sebagai dasar tersebut, dapat 
dipahami firman Allah swt. antara lain dalam QS. Al-Baqarah (2): 275 sebagai 
berikut:
25
 
َاب ِّزلا َم َّزَحَو َعَْيبْلا ُ َّاللَّ َّلََحأَو 
                                                          
24
 Ibid., h. 292 
25
 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Semarang: Toha Putra, 1995), h. 29. 
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Terjemahnya: 
“ … Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba …”. 
Pada ayat lain Allah swt. berfirman dalam QS. An-Nisa (4): 29.
26
 
 ْيَع ًةَراَِجت َىىَُكت َْىأ َِّلَإ ِلِطَابْلِاب ْنَُكٌَْيب ْنَُكلاَىَْهأ اُىلُْكَأت َلَ اُىٌَهآ َييِذَّلا اَهَُّيأَاي
 َِّىإ ْنُكَُسفًَأ اُىُلتَْقت َلََو ْنُكٌْ ِه ٍضاََزت ( اًويِحَر ْنُِكب َىاَك َ َّاللَّ٩٢)  
Terjemahnya: 
Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta 
sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang 
berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu … 
Ayat-ayat tersebut dengan jelas menerangkan halalnya jual beli, meskipun ayat 
tersebut disusun untuk beberapa tujuan selain pernyataan halalnya jual beli. 
Dalam, Al-Jaziriy telah mengemukakan bahwa hukum jual beli yang boleh itu 
terkadang menjadi wajib, yaitu ketika dalam keadaan terpaksa membutuhkan 
makanan atau minuman, maka wajib seseorang membeli sesuatu untuk sekedar 
menyelamatkan jiwa dari kebinasaan dan kehancuran. Dan tidak membeli sesuatu 
yang dapat menyelamatkan jiwa di saat darurat tersebut. Dan terkadang jual beli 
hukumnya bisa atau mandub, seperti seseorang bersumpah akan menjual barang yang 
tidak membahayakan bila dijual. Maka dalam keadaan demikian dia  disunnahkan 
melaksanakan sumpahnya. Kadang-kadang jual beli hukumnya makruh, seperti 
                                                          
26
 Ibid., h. 122. 
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menjual barang yang dimakruhkan menjualnya. Juga terkadang jual beli hukumnya 
haram seperti menjual barang yang haram dijual.
27  
Dengan demikian dapat dipahami bahwa jual beli dalam hukum Islam adalah 
boleh, bahkan terkadang diwajibkan atau disunnahkan, yakni tergantung dari keadaan 
seseorang dan barang yang menjadi objek jual beli.  
Jual beli berlangsung dengan ijab dan qabul. Dalam ijab dan qabul tidak ada 
kemestian menggunakan kata-kata khusus, karena ketentuan hukumnya ada pada 
akad dengan tujuan dan makna, bukan dengan kata-kata dan bentuk kata itu sendiri. 
Hal yang diperlukan adalah saling rela, direalisasikan dalam bentuk mengambil dan 
memberi atau cara lain yang dapat menunjukkan keridhaan dan berdasarkan makna 
pemilikan dan mempermilikkan
28
. Seiring dengan hal tersebut Abdurrahman Al-
Jaziriy telah mengemukakan bahwa rukun jual beli pada dasarnya terdiri atas tiga, 
yakni: 1. Sighat, 2. Aqid, 3. Ma’qud. 
1) Sighat 
Sighat dalam jual beli ialah segala sesuatu yang menunjukkan adanya 
kerelaan dari dua belah pihak; penjual dan pembeli. 
2) Aqid 
Aqid yaitu orang yang melakukan akad, baik penjual maupun pembeli yang 
ditetapkan padanya. 
3) Ma’qud alaih  
                                                          
27
 op.cit., h. 293. 
28 Lihat Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah, Jilid III (Kuwait : Dar al-Bayan, 1974), h. 127. 
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Pada ma’qud alaih (yang diakadkan) baik benda yang dijual maupun alat 
untuk membelinya (uang) yang ditetapkan. 
Dengan demikian dapat dipahami bahwa Allah swt. telah mensyariatkan jual 
beli, sebagai tujuan agar diantara umat saling berhubungan atau saling bermuamalah 
antara satu dengan lainnya, dan saling memenuhi kebutuhan secara timbal balik di 
antara mereka, dan sebagainya. 
3. Syarat-Syarat Sah Jual Beli Hak Milik Atas Tanah 
Dalam jual beli tanah, ada 4 syarat mengenai sahnya suatu pejanjian jual beli 
hak atas tanah, yaitu: 
a. syarat sepakat yang mengikat dirinya 
Dalam syarat ini berarti kedua pihak sama-sama sepakat untuk mengadakan 
suatu perjanjian jual beli yang mutlak dibuatkan justru perjanjian tertulis berupa akta 
yang harus dibuat dan dihadapan Pejabat khusus yaitu PPAT 
b. syarat cakap 
Untuk mengadakan suatu perjanjian perbuatan hukum dalam hal ini perjanjian 
jual beli hak atas tanah, maka yang berhak adalah para pihak yang sudah memenuhi 
syarat dewasa menurut hukum, sehat pikiran dan tidak berada dibawah pengampuan. 
c. syarat hal tertentu 
Apa yang diperjanjikan harus dicantumkan dengan jelas dalam akta jual beli, 
baik itu mengenai luas tanah, letaknya, sertipikat, hak yang melekat demi 
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mengelakkan kemulut hukum dan hak-hak serta kewajiban kedua pihak harus terulan 
dengan jelas. 
d. syarat sebab yang hal 
Didalam pengadaan suatu perjanjian, isi dan tujuan dalam perjanjian itu harus 
jelas dan berdasarkan atas keinginan kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian. 
Dengan adanya perpindahan hak milik atas tanah, maka pemilik yang baru 
akan mendapatkan tanah hak miliknya dan wajib mendaftarkannya pada Kantor 
Pertanahan setempat, yang sebelumnya dibuat dahulu aktanya dihadapan PPAT. 
Didalam Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 menyebutkan :  
“Bahwa peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah melalui 
jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan, dan 
perbuatan hukum pemindahan hak lainnya (kecuali lelang) hanya dapat 
didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang 
berwenang menurut perundang-undangan yang berlaku”. 
 
C. Pendaftaran Tanah Di Indonesia 
1. Dasar Hukum Pendaftaran Tanah 
Dasar hukum pendaftaran tanah tercantum dalam Pasal 19 Undang- Undang 
Pokok Agraria (UUPA). Inti dari ketentuan tersebut menentukan bahwa pemerintah 
berkewajiban untuk mengatur dan menyelenggarakan pendaftaran tanah yang bersifat 
rechtskadaster di seluruh wilayah Indonesia yang diatur pelaksanaannya dengan 
Peraturan Pemerintah. Untuk melaksanakan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Pokok 
Agraria tersebut maka oleh Pemerintah dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 
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Tahun 1961 yang kemudian disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 
Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah. 
Penyelenggaraan pendaftaran tanah tersebut diatur dalam Pasal 19 ayat (2) 
UUPA meliputi : 
a. Pengukuran, penetapan, dan pembukuan tanah  
b. Pendaftaran hak-hak atas tanah dan pearalihan hak-hak tersebut 
c. Pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian 
yang kuat. 
Sesuai dengan tujuan pendaftaran tanah yaitu akan memberikan kepastian 
hukum maka pemerintah juga mewajibkan bagi pemegang hak yang bersangkutan 
untuk mendaftarkan setiap ada peralihan, hapus dan pembebanan hak-hak atas tanah 
seperti yang diatur dalam Pasal 19 ayat (2), Pasal 32 ayat (2) dan Pasal 38 ayat (2) 
Undang-Undang Pokok Agraria.  
Adapun Dasar Hukum dari Kegiatan Pendaftaran Peralihan Hak Atas Tanah 
dengan Status Hak Milik Karena Jual Beli, adalah : 
a. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat 3, menyebutkan bahwa : 
“Bumi air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh 
negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. 
b. Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok- Pokok 
Agraria. 
1) Pasal 19 ayat 1 
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“Untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran 
tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan 
yang diatur dengan Peraturan Pemerintah”. 
2) Pasal 23 ayat 1 dan 2 
a) Hak milik demikian pula setiap peralihan, hapusnya dan pembebanannya 
dengan hak-hak lain harus didaftarkan menurut ketentuan-ketentuan yang 
dimaksud dalam Pasal 21. 
b) Pendaftaran termaksud dalam ayat (1) merupakan alat pembuktian yang kuat 
mengenai hapusnya hak milik serta sahnya peralihan dan pembebanan hak 
tertentu. 
c. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah. 
1) Pasal 1 ayat 1 
“Pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh 
pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi 
pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan 
data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-
bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat 
tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan 
hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang 
membebaninya.” 
  
2) Pasal 37 ayat 1 dan 2 
a) Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual 
beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan, dan perbuatan hukum 
pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak lainnya melalui lelang, hanya 
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dapat didaftarkan, jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang 
berwenang menurut ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. 
b) Dalam keadaan tertentu sebagaimana yang ditentukan oleh Menteri, Kepala 
Kantor Pertanahan dapat mendaftar pemindahan hak atas bidang tanah hak 
milik, yang dilakukan diantara perorangan Warga Negara Indonesia yang 
dibuktikan dengan akta yang tidak dibuat oleh PPAT, tetapi yang menurut 
Kepala Kantor Pertanahan tersebut kadar kebenarannya dianggap cukup untuk 
mendaftar pemindahan hak yang bersangkutan. 
3) Pasal 40 ayat 1 dan 2 
a) Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal ditandatanganinya akta 
yang bersangkutan, PPAT wajib menyampaikan akta yang dibuatnya berikut 
dokumen-dokumen yang bersangkutan kepada Kantor Pertanahan untuk 
didaftar. 
b) PPAT wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis mengenai telah 
disampaikannya akta sebagaimana dimaksud pada ayat 1 kepada para pihak 
yang bersangkutan. 
4) Pasal 46 ayat 1, 2 dan 3 
a) Kepala Kantor Pertanahan menolak untuk melakukan pendaftaran peralihan 
atau pembebanan hak, jika salah satu syarat di bawah ini tidak dipenuhi : 
(1) Sertipikat atau surat keterangan tentang keadaan hak atas tanah tidak 
sesuai lagi dengan daftar-daftar yang ada pada Kantor Pertanahan; 
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(2) Perbuatan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 ayat 1 tidak 
dibuktikan dengan akta PPAT atau kutipan risalah lelang sebagaimana 
dimaksud dalam pasal 41, kecuali dalam keadaan tertentu sebagaimana 
dimaksud dalam pasal 37 ayat 2; 
(3) Dokumen yang diperlukan untuk pendaftaran peralihan atau pembebanan 
hak yang bersangkutan tidak lengkap; 
(4) Tidak dipenuhi syarat lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-
undangan yang bersangkutan; 
(5) Tanah yang bersangkutan merupakan objek sengketa di pengadilan; 
(6) Perbuatan hukum yang dibuktikan dengan akta PPAT batal atau 
dibatalkan oleh putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan 
hukum tetap; atau 
(7) Perbuatan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 ayat (1) 
dibatalkan oleh para pihak sebelum didaftar oleh Kantor Pertanahan. 
b) Penolakan Kepala Kantor Pertanahan dilakukan secara tertulis, dengan 
menyebut alasan-alasan penolakan itu. 
c) Surat penolakan disampaikan kepada yang berkepentingan, disertai 
pengembalian berkas permohonannya, dengan salinan kepada PPAT atau 
Kepala Kantor lelang yang bersangkutan. 
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d. Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 
1997 tentang ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 
(Pendaftaran Tanah). 
 
2. Pengertian Pendaftaran Tanah 
Pendaftaran tanah berasal dari kata Cadaster atau dalam bahasa belanda 
merupakan suatu istilah teknis untuk suatu record (rekaman) yang menerapkan 
mengenai luas, nilai dan kepemilikan terhadap suatu bidang tanah
29
. 
Menurut Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 disebutkan 
bahwa : 
“Pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh 
pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan, dan teratur meliputi 
pengumpulan, pengolahan, pembukuan dan penyajian serta pemeliharaan 
data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-
bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian sertipikat 
sebagai surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada 
haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hakhak tertentu yang 
membebaninya”30 
 
Boedi Harsono merumuskan pengertian pendaftaran tanah sebagai suatu 
rangkaian kegiatan yang dilakukan secara teratur dan terus menerus untuk 
mengumpulkan, mengolah, menyimpan dan menyajikan data tertentu mengenai 
                                                          
29
  AP. Parlindungan, Pendaftaran Tanah Tanah dan Konfersi hak milik atas tanah menurut 
UUPA, (Bandung, Alumni, 1988), hal 2. 
30
 Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan UUPA, Isi dan 
Pelaksanaannya, ( Jakarta; Djambatan, 2005), hal 474. 
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bidang-bidang atau tanah-tanah tertentu yang ada di suatu wilayah tertentu dengan 
tujuan tertentu
31
. 
Kegiatan pendaftaran tanah adalah kewajiban yang harus dilaksanakan oleh 
pemerintah secara terus menerus dalam rangka menginventarisasikan data-data 
berkenaan dengan hak-hak atas tanah menurut undang-undang pokok agraria dan 
peraturan Pemerintah, sedangkan pendaftaran hak atas tanah merupakan kewajiban 
yang harus dilaksanakan oleh si pemegang hak atas tanah yang bersangkutan dan 
dilaksanakan secara terus menerus setiap ada peralihan hak-hak atas tanah tersebut 
menurut undang-undang pokok agraria dan peraturan pemerintah guna mendapatkan 
sertipikat tanda bukti tanah yang kuat.
32
 
3. Tujuan Pendaftaran Tanah 
Tujuan diselenggarakannya pendaftaran tanah pada hakekatnya sudah 
ditetapkan dalam Pasal 19 Undang-Undang Pokok Agraria yaitu bahwa pendaftaran 
tanah merupakan tugas pemerintah yang diselenggarakan dalam rangka menjamin 
kepastian hukum di bidang pertanahan (rechts cadaster atau legal cadaster). Selain 
rechtskadaster, dikenal juga pendaftaran tanah untuk keperluan penetapan klasifikasi 
dan besarnya pajak (fiscal cadaster). 
Dibawah ini dikutip selengkapnya Ketentuan Pasal 19 Undang- Undang 
Pokok Agraria yaitu : 
                                                          
31 Hasan Wargakusumah, Hukum Agraria I, (Jakarta; PT. Gramedia Pustaka Utama, 1995), 
hal 80. 
32 Bachtiar Effendie, Pendaftaran Tanah Di Indonesia Dan Peraturan 
Pelaksanaannya,(Bandung; Alumni, 1993), hal 15. 
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a. Untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah 
diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur 
dengan peraturan pemerintah. 
b. Pendaftaran tersebut dalam ayat (1) Pasal ini meliputi : 
1) Pengukuran, pemetaan dan pembukuan tanah, 
2) Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut. 
3) Pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat 
pembuktian yang kuat. 
Adapun kepastian hukum dimaksud adalah meliputi
33
 : 
1) Kepastian mengenai orang/badan hukum yang menjadi pemegang hak atas 
tanah tersebut. Kepastian berkenaan dengan siapakah pemegang hak atas 
tanah itu disebut dengan kepastian mengenai subyek hak atas tanah. 
2) Kepastian mengenai letak tanah, batas-batas tanah, panjang dan lebar tanah. 
Kepastian berkenaan dengan letak, batas-batas dan panjang serta lebar tanah 
itu disebut dengan kepastian mengenai obyek hak atas tanah. 
Tujuan pendaftaran tanah menurut Boedi Harsono adalah agar kegiatan 
pendaftaran itu dapat diciptakan suatu keadaan, dimana
34
 
1) Orang-orang dan badan-badan hukum yang mempunyai tanah dengan 
mudah dapat membuktikan, bahwa merekalah yang berhak atas tanah itu, 
hak apa yang dipunyai dan tanah manakah yang dihaki. Tujuan ini dicapai 
                                                          
33
 Ibid, hal 20-21. 
34
 Op.Cit, hal 80-81. 
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dengan memberikan surat tanda bukti hak kepada pemegang hak yang 
bersangkutan. 
2) Siapapun yang memerlukan dapat dengan mudah memperoleh keterangan 
yang dapat dipercaya mengenai tanah-tanah yang terletak di wilayah 
pendaftaran yang bersangkutan (baik calon pembeli atau calon kreditor) 
yang ingin memperoleh kepastian, apakah keterangan yang diberikan 
kepadanya oleh calon penjual atau debitor itu benar. Tujuan ini dicapai 
dengan memberikan sifat terbuka bagi umum pada data yang disimpan. 
Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 bahwa 
pendaftaran tanah bertujuan : 
1) Untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada 
pemegang hak atas suatu bidang tanah dan hak-hak lain yang terdaftar agar 
dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang 
bersangkutan. Untuk itu kepada pemegang haknya diberikan sertifikat 
sebagai surat tanda bukti hak (Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 
24 Tahun 1997). 
2) Untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan 
termasuk pemerintah agar dengan mudah dapat memperoleh data yang 
diperlukan dalam mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang-bidang 
tanah yang terdaftar. Untuk melaksanakan fungsi informal tersebut, data 
fisik dan data yuridis dari bidang tanah dan satuan rumah susun yang sudah 
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terdaftar terbuka untuk umum. Karena terbuka untuk umum maka daftar dan 
peta-peta tersebut disebut daftar umum (Pasal 4 ayat (2) Peraturan 
Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997). 
3) Untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan. Untuk mencapai 
tertib administrasi tersebut sebidang tanah dan satuan rumah susun termasuk 
peralihan, pembebanan dan hapusnya wajib didaftarkan (Pasal 4 ayat (2) 
peraturan pemerintah nomor 24 tahun 1997). 
 
4. Asas Pendaftaran Tanah 
Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 disebutkan bahwa 
pendaftaran tanah dilaksanakan berdasarkan 5 (lima) asas yaitu : 
a. Asas Sederhana 
Asas sederhana dalam pendaftaran tanah dimaksudkan agar ketentuan-
ketentuan pokoknya maupun prosedurnya dengan mudah dapat dipahami oleh pihak-
pihak yang berkepentingan, terutama para pemegang hak atas tanah. 
b. Asas Aman  
Azas aman dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa pendaftaran tanah perlu 
diselenggarakan secara teliti dan cermat sehingga hasilnya dapat memberikan 
jaminan kepastian hukum sesuai tujuan pendaftaran tanah itu sendiri. 
c. Asas Terjangkau  
Asas terjangkau dimaksudkan agar pihak-pihak yang memerlukan, khususnya 
denggan memperhatikan kebutuhan dan kemampuan golongan ekonomi lemah. 
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Pelayanan yang diberikan dalam rangks penyelenggaraan pendaftaran tanah harus 
bias terjangkau oleh pihak yang memerlukan. 
d. Asas Mutakhir  
Asas mutakhir dimaksudkan kelengkapan yang memadai dalam pelaksanaannya dan 
berkesinambungan dalam pemeliharaan datanya. Data yang tersedia harus 
menunjukkan keadaan yang mutakhir. Untuk itu perlu diikuti kewajiban mendaftar 
dan pencatatan perubahan-perubahan yang terjadi dikemudian hari. 
e. Asas Terbuka 
Dengan berlakunya asas terbuka maka data yang tersimpan di kantor 
pertanahan harus selalu sesuai dengan keadaan nyata lapangan dan masyarakat dapat 
memperoleh keterangan mengenai data yang benar setiap saat. 
5. Sistem Registrasi Pendaftaran Tanah  
Pada dasarnya dalam sistem pendaftaran tanah mempermasalahkan mengenai 
apa yang didaftar, bentuk penyimpanan dan penyampaian data yuridisnya serta 
bentuk tanda bukti haknya. Oleh karena itu ada 2 (dua) macam sistem pendaftaran 
tanah yang lazim diselenggarakan yaitu system pendaftaran akta (registration of 
deeds) dan sistem pendaftaran hak (registration of titles)
35
. Untuk ringkasnya kedua 
sistem pendaftaran tanah tersebut dapat diuraikan sebagai berikut : 
 
                                                          
35
 Ibid, Hal 76-78 
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a. Sistem pendaftaran akta (registration of deeds). 
Dalam sistem pendaftaran akta, akta-akta itulah yang didaftar oleh pejabat 
pendaftaran tanah (PPT). Pejabat pendaftaran tanah bersifat pasif. Ia tidak melakukan 
pengujian kebenaran data yang disebut dalam akta yang didaftar. Tiap kali terjadi 
perubahan wajib dibuatkan akta sebagai buktinya. Maka dalam sistem ini, data 
yuridis yang diperlukan harus dicari dalam akta-akta yang bersangkutan. Cacat 
hukum dalam suatu akta bisa mengakibatkan tidak sahnya perbuatan hukum yang 
dibuktikan dengan akta yang dibuat kemudian. Untuk memperoleh data yuridis harus 
dilakukan dengan apa yang disebut “title search”, yang bisa memakan waktu dan 
biaya, karena untuk tittle search diperlukan bantuan ahli. Oleh karena kesulitan 
tersebut, Robert Richard Torrens menciptakan sistem baru yang lebih sederhana dan 
memungkinkan orang memperoleh keterangan dengan cara yang mudah, tanpa harus 
mengadakan title search pada akta-akta yang ada. Sistem pendaftaran ini disebut 
“registration of titles”, yang kemudian dikenal dengan sistem Torrens. 
b. Sistem pendaftaran hak (registration of titles).  
Dalam sistem pendaftaran hak setiap penciptaan hak baru dan perbuatan-
perbuatan hukum yang menimbulkan perubahan kemudian, juga harus dibuktikan 
dengan suatu akta. Tetapi dalam penyelenggaraan pendaftarannya, bukan aktanya 
yang didaftar melainkan haknya yang diciptakan dan perubahan-perubahannya yang 
terjadi tersebut disediakan suatu daftar isian yang disebut register atau buku tanah.  
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Akta pemberian hak berfungsi sebagai sumber data yuridis untuk mendaftar 
hak yang diberikan dalam buku tanah. Demikian juga akta pemindahan dan 
pembebanan hak berfungsi sebagai sumber data untuk mendaftar perubahan-
perubahan pada haknya dalam buku tanah dan pencatatan perubahan, kemudian oleh 
pejabat pendaftaran tanah (PPT) dilakukan pengujian kebenaran data yang dimuat 
dalam akta yang bersangkutan, sehingga ia harus bersikap aktif. Sebagai tanda bukti 
hak, maka diterbitkan sertipikat, yang merupakan salinan register, yang terdiri dari 
salinan buku tanah dan surat ukur dijilid menjadi satu dalam sampul dokumen. 
Dalam sistem ini, buku tanah tersebut disimpan di kantor pejabat pendaftaran 
tanah (PPT) dan terbuka untuk umum. Oleh karena itu orang dapat mempercayai 
kebenaran data yang disajikan tersebut, tergantung dari sistem publikasi yang 
digunakan dalam penyelenggaraan pendaftaran tanah oleh tanah negara yang 
bersangkutan. 
6. Sistem Publikasi Pendaftaran Tanah 
Pada dasarnya dikenal 2 (dua) sistem publikasi dalam pendaftaran tanah yaitu
36
: 
a. Sistem Publikasi Positif 
Sistem publikasi positif selalu menggunakan system pendaftaran hak. Maka 
mesti ada register atau buku tanah sebagai bentuk penyimpanan dan penyajian data 
yuridis dan sertipikat hak sebagai bentuk penyimpanan dan penyajian data yuridis 
dan sertipikat hak sebagai tanda bkti hak. Pendaftaran atau pencatatan nama 
                                                          
36 Ibid, Hal 80-83 
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seseorang dalam register sebagai pemegang haklah yang membikin orang menjadi 
pemegang hak atas tanah yang bersangkutan, bukan perbuatan hukum pemindahan 
hak yang dilakukan. (Ttitle by registration, the register is everything”). 
Pernyataan tersebut merupakan dasar falsafah yang melandasi sistem Torrens, 
yang mana dengan menggunakan system publikasi positif ini negara menjamin 
kebenaran data yang disajikan. Orang boleh mempercayai penuh data yang disajikan 
dalam register. Orang yang akan membeli tanah atau kreditor yang akan menerima 
tanah sebagai agunan kredit yang akan diberikan tidak perlu ragu-ragu mengadakan 
perbuatan hukum dengan pihak yang namanya terdaftar dalam register sebagai 
pemegang hak. 
Menurut sistem ini, orang yang namanya terdaftar sebagai pemegang hak 
dalam register, memperoleh apa yang disebut indifisible title ( hak yang tidak dapat 
diganggu gugat), meskipun kemudian terbukti bahwa yang terdaftar sebagai 
pemegang hak tersebut bukan pemegang hak yang sebenarnya. 
b. Sistem Publikasi Negatif 
Dalam sistem publikasi negatif, bukan pendaftaran tetapi sahnya perbuatan 
hukum yang dilakukan yang menentukan berpindahnya hak kepada pembeli. 
Pendaftaran hak tidak membikin orang yang memperoleh tanah dari pihak yang tidak 
berhak, menjadi pemegang haknya yang baru. 
Dalam sistem ini berlaku asas yang dikenal sebbagai nemo plus juris yaitu 
suatu asas yang menyatakan orang tidak dapat menyerahkan atau memindahkan hak 
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melebihi apa yang dia sendiri punyai. Maka, data yang disajikan dalam pendaftaran 
dengan sistem publikasi negatif tidak boleh begitu saja dipercaya kebenarannya. 
Negara tidak menjamin kebenaran data yang disajikan karena sertipikat sebagai alat 
bukti yang kuat yang artinya masih dimungkinkan adanya perubahan kalau terjadi 
kekeliruan. Biarpun sudah melakukan pendaftaran, pembeli selalu masih menghadapi 
kemungkinan gugatan dari orang yang dapat membuktikan bahwa dialah pemegang 
hak sebenarnya. 
Sistem publikasi yang dianut oleh Undang-Undang Pokok Agraria Dan 
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 adalah sistem publikasi negatif yang 
mengandung unsur positif. Sistemnya bukan negatif murni, karena dinyatakan dalam 
Pasal 19 ayat (2) huruf c, bahwa pendaftaran menghasilkan surat-surat tanda bukti 
hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat dan dalam Pasal 23, 32 dan 38 
Undang-Undang Pokok Agraria disebutkan bahwa pendaftaran berbagai peristiwa 
hukum merupakan alat pembuktian yang kuat. Selain itu dari ketentuanketentuan 
mengenai prosedur pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan penyajian data fisik 
dan data yuridis serta penerbitan sertipikat dalam peraturan pemerintah ini, tampak 
jelas bahwa usaha untuk sejauh mungkin memperoleh dan menyajikan data yang 
benar, karena pendaftaran tanah adalah untuk menjamin kepastian hukum. Artinya 
selama tidak dapat dibuktikan sebaliknya, maka data yang disajikan dalam buku 
tanah dan peta pendaftaran harus diterima sebagai data yang benar, demikian juga 
yang terdapat dalam sertipikat hak. Jadi data tersebut sebagai alat bukti yang kuat. 
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Namun demikian sistem publikasinya juga bukan positif, seperti yang 
tercantum dalam penjelasan Umum C 7 Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 1997  
“ pembukuan sesuatu hak dalam daftar buku tanah atas nama seseorang tidak 
mengakibatkan, bahwa orang yang sebenarnya berhak atas tanah itu, akan 
kehilangan haknya, orang tersebut masih dapatmenggugat hak dari orang 
yang terdaftar dalam buku tanah sebagai orang yang berhak. Jadi cara 
pendaftaran yang diatur dalam peraturan ini tidaklah positif, tetapi negatif”. 
Meskipun sebagai alat bukti yang kuat, namun pihak yang namanya tercantum 
sebagai pemegang hak dalam buku tanah dan sertipikat selalu menghadapi 
kemungkinan gugatan dari pihak lain yang merasa mempunyai tanah tersebut. 
Umumnya kelemahan tersebut diatasi dengan menggunakan lembaga “acquisitieve 
verjaring atau adverse possession” adalah sambungan lampaunya waktu sebagai 
sarana untuk memperoleh hak atas tanah. Hukum tanah kita yang memakai dasar 
hukum adat terdapat lembaga yang dapat digunakan untuk mengatasi kelemahan 
sistem publikasi negative dalam pendaftaran tanah, yaitu lembaga “kedaluarsa” 
(rechtsverweerking) adalah lampaunya waktu yang menyebabkan orang menjadi 
kehilangan haknya atas tanah yang semula dimilikinya
37
. 
Dalam hukum adat jika seseorang selama sekian waktu membiarkan tanahnya 
tidak dikerjakan, kemudian tanah tersebut dikerjakan orang lain yang memperolehnya 
dengan itikad baik, maka hilanglah haknya untuk menuntut kembali tanah tersebut. 
                                                          
37
 Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia, (Jakarta; Djambatan, 2005), hal 325. 
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Dari hal di atas, dapat ditarik kesimpulan, bahwa penggunaan sistem 
pendaftaran hak tidak selalu menunjukkan sistem publikasi yang positif. Sebaliknya 
sistem publikasi positif selalu memerlukan sistem pendaftaran hak pejabat 
pendaftaran tanah (PPT) mengadakan pengukuran kebenaran data sebelum membuat 
buku tanah serta melakukan pengukuran dan pembuatan peta
38
. 
7. Pelaksanaan Pendaftaran Tanah 
Pelaksanaan pendaftaran tanah diatur dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 56 
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997. Berdasarkan Pasal-Pasal tersebut 
pelaksanaan pendaftaran tanah meliputi : 
a. Kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali (initial registration) 
Kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali (initial registration) yaitu 
kegiatan pendaftaran tanah yang dilakukan terhadap obyek pendaftaran tanah yang 
belum didaftar berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 Dan 
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997. Pendaftaran tanah untuk pertama kali 
dilaksanakan melalui pendaftaran tanah secara sistematik dan pendaftaran tanah 
secara sporadik. 
Pendaftaran tanah secara sistematik adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk 
pertama kali yang dilakukan secara serentak yang meliputi semua obyek pendaftaran 
tanah yang belum didaftar dalam wilayah atau bagian wilayah desa/kelurahan. 
Pendaftaran tanah secara sistematik diselenggarakan akan perkara pemerintah 
                                                          
38 Ibid, hal 82-83 
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berdasarkan pada suatu rencana jangka penjang dan tahunan serta dilaksanakan di 
wilayah-wilayah yang ditetapkan oleh Menteri Negara Agraria/Kepala Badan 
Pertanahan nasional. 
Dalam hal ini suatu desa/kelurahan belum ditetapkan sebagai suatu wilayah 
pendaftaran tanah secara sistematik, maka pendaftarannya dilaksanakan melalui 
pendaftaran tanah secara sporadik. Sedangkan pendaftaran tanah secara sporadik 
merupakan kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali mengenai satu atau 
beberapa obyek pendaftaran tanah dalam wilayah atau bagian wilayah suatu 
desa/kelurahan secara individual atau masal. Pendaftaran tanah secara sporadik 
dilaksanakan atas permintaan pihak yang berkepentingan yaitu pihak yang berhak 
atas obyek pendaftaran tanah yang bersangkutan atau kuasanya
39
. 
Kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali meliputi : 
1) Pengumpulan dan pengolahan data fisik 
2) Pembuktian hak dan pembukuannya 
3) Penerbitan sertipikat 
4) Penyimpanan data fisik dan data yuridis 
5) Penyimpanan daftar umum dan dokumen 
b. Kegiatan pemeliharaan data pendaftaran tanah (maintenance) 
Pemeliharaan data pendaftaran tanah adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk 
menyesuaikan data fisik dan data yuridis dalam peta pendaftaran, daftar tanah, daftar 
nama, surat ukur, buku tanah dan sertipikat dengan perubahan-perubahan yang terjadi 
                                                          
39
 Ibid, hal 460-461 
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kemudian
40
. Perubahan tersebut seperti yang tercantum dalam Pasal 94 peraturan 
Menteri Agraria/kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang 
ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang 
pendaftaran tanah yaitu
41
: 
1) Pemeliharaan data pendaftarn tanah dilaksanakan dengan pendaftaran 
perubahan data fisik atau data yuridis obyek pendaftaran tanah yang telah 
didaftar dengan mencatatnya di dalam daftar umum sesuai dengan ketentuan 
di dalamm peraturan ini. 
2) Perubahan data yuridis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa : 
a) Peralihan hak karena jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam 
perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya. 
b) Peralihan hak karena pewarisan. 
c) Peralihan hak karena penggabungan atau peleburan perseroan atau koperasi. 
d) Pembebanan hak tanggungan. 
e) Hapusnya hak atas tanah, hak pengelolaan, hak milik atas satuan rumah susun 
dan hak tanggungan. 
f) Pembagian hak bersama. 
g) Perubahan data pendaftaran tanah berdasarkan putusan pengadilan. 
h) Perubahan nama akibat pemegang hak yang ganti nama, perpanjanganjangka 
waktu hak atas tanah. 
                                                          
40 Ibid, hal 475 
41 Ibid, hal 623. 
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3) Perubahan data fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa : 
a) Pemecahan bidang tanah 
b) Pemisahan sebagian atau beberapa bagian dari bidang tanah 
c) Penggabungan dua atau lebih bidang tanah. 
Sedangkan dalam sistem pendaftaran tanah mempermasalahkan mengenai apa 
yang didaftar, bentuk penyimpanan dan penyampaian data yuridisnya serta bentuk 
tanda bukti haknya. 
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BAB III 
METODOLOGI PENELITIAN 
 
Metode Penelitian yang di pergunakan dalam penyusunan skripsi ini sebagai 
berikut: 
A. Lokasi Penelitian 
Tempat atau lokasi penelitian yang penulis lakukan yaitu di Kabupaten Gowa 
Propinsi Sulawesi Selatan. Yang terdiri dari 18 (delapan belas kecamatan) yaitu: 
1. Bontonompo 
2. Bontonompo Selatan 
3. Bajeng  
4. Bajeng Barat  
5. Palangga 
6. Barombong 
7. Somba Opu 
8. Bontomarannu 
9. Pattalassang 
10. Parangloe 
11. Manuju 
12. Tinggi Moncong 
13. Tombolo Pao 
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14. Parigi 
15. Bungaya 
16. Bontolempangang 
17. Tompo Bulu 
18. Biring Bulu 
Diantara 18 kecamatan tersebut lokasi penelitian akan dilakukan di 
Kecamatan Somba Opu dan Bajeng Barat. Dipilihnya Kecamatan Somba Opu karena 
dianggap dapat mewakili masyarakat perkotaan sedangkan Kecamatan Bajeng Barat 
si anggap mewakili masyarakat pedesaan. Sehingga dapat mewakili seluruh 
masyarakat di Kabupaten Gowa, meskipun sebenarnya masyarakatnya masih 
homogen terutama yang bekerja sebagai petani.  
B. Populasi Dan Sampel Penelitian 
Pemilihan sampel dalam pengambilan data empiris menggunakan puepossive 
sampling, yakni menetapkan populasi dengan memilih lokasi penelitian pada 
Kecamatan Somba Opu dan Bajeng Barat,  karena kedua Kecamatan tersebut 
dianggap sudah mewakili Kecamatan lainnya di Kabupaten Gowa. 
Responden ditetapkan sebanyak 50 orang yang terdiri dari Aparat Pemerintah 
tokoh-tokoh masyarakat, pemilik tanah dan pembeli tanah, Pejabat Pembuat Akta 
Tanah (PPAT), Notaris PPAT, instansi-instansi yang berwenang dalam masalah 
pertanahan, kantor dan daerah Kecamatan Somba Opu dan Bajeng Barat.  
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C. Tipe Dan Sifat Penelitian 
Di dalam memperoleh hasil penelitian yang valid sangat tergantumg dari tipe 
dan sifat penelitian yang dipergunakan. Tipe penelitian yang dipergunakan adalah 
penelitian yang bersifat doktrinal dan nondoktrinal. Dikatakan doktrinal karena 
peneliti melakukan penelusuran serta analisis terhadap dokumen, peraturan 
perundang-undangan yang berkaitan dengan fokus masalah yang diteliti. Dikatakan 
nondoktrinal, karena peneliti juga melakukan wawancara kepada advokat-advokat 
terutama dalam menjawab rumusan masalah kedua dalam penelitian ini. 
Penelitian mengenai Tinjauan Hukum Jual Beli Hak Milik Atas Tanah 
Menurut Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 1961. Dilakukan di   kantor pertanahan 
dan kantor kecamatan Kabupaten Gowa, merupakan penelitian yang bersifat 
deskriptif. 
D. Jenis Data Dan Teknik Pengumpulan Data 
Data yang berhasil dikumpulkan dari hasil penelitian lapangan dan penelitian 
kepustakaan, penulis golongkan dalam: 
1. Data primer dikumpulkan melalui tehnik wawancara yang mendalam dan 
terbuka dengan para aparat pemerintahan kecamatan berupa data yang 
diperoleh dari para narasumber dan responden berhubungan dengan 
pembahasan masalah dalam skripsi ini. 
2. Data sekunder berupa data yang dikumpulkan dengan jalan studi pustaka 
dan data-data dari instansi-instansi yang ada kaitannya dengan objek yang 
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akan diteliti, seperti di kantor Kecamatan Somba Opu dan kantor 
desa/kelurahan yang ada di Kecamatan ini, untuk mendapatkan data yang 
jelas mengenai peralihan hak milik atas tanah tanpa akta PPAT khususnya 
dalam jual beli hak milik atas tanah. 
E. Teknik Pengumpulan Data 
Pengumpulan data dilakukan dengan 2 cara, yakni melalui metode penelitian 
pustaka (library research) dan metode penelitian lapangan (field research).  
1. Metode penelitian pustaka (library research), yakni metode yang penulis 
gunakan untuk mengumpulkan data lewat bahan-bahan bacaan dari referensi 
berupa buku-buku, arsip dan dokumen-dokumen dari instansi terkait yang 
berkaitan dengan pembahasan skripsi ini. 
2. Metode penelitian lapangan (field research), yakni metode yang penulis 
gunakan untuk terjun langsung ke lokasi penelitian dengan jalan 
mengadakan wawancara langsung dengan para narasumber dan responden, 
yaitu: 
a. Aparat Kantor Wilayah Pertanahan Kabupaten Gowa. 
b. Camat Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), juga melakukan wawancara 
dengan warga masyarakat yang melakukan jual beli hak milik atas tanah tanpa 
akta PPAT dan masyarakat yang tidak memiliki akta jual beli. 
c. Notaris PPAT. 
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F. Analisis Data 
Analisis yang dipergunakan dalam skripsi ini adalah pengelolaan data yang 
terpadu dan sistematis maka data yang diperoleh akan diolah secara kualitatif dan 
hasilnya disajikan dalam bentuk deskriptif. 
Untuk mengelolah data yang diperoleh melalui sumber bacaan (literatur) dan 
peraturan perundang-undangan akan dianalisis dengan metode analisis isi (content 
analysis), sedangkan data yang diperoleh melalui penyebaran kuisioner akan 
digambarkan secara kuantitatif untuk selanjutnya dianalisis secara kualitatif. 
Pengolahan data kuantitatif dilakukan melalui tabulasi (model  distribusi frekuensi) 
dengan rumus: 
F 
P = --------------- X 100 % 
N   
Dimana : 
P = Persentase 
F = Jumlah Frekuensi pada klasifikasi atau kategori jawaban responden 
N = Jumlah Frekuensi seluruh kategori jawaban 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Gambaran Lokasi Penelitian 
Kecamatan Somba Opu dan Kecamatan Bajeng Barat berada pada bagian 
barat Kabupaten Gowa dengan ketinggian 2,5 m dari permukaan laut, dengan batasan 
sebagai berikut: 
 
Tabel 1 
Batasan-batas dari kedua Kecamatan 
Kecamatan Somba Opu Kecamatan Bajeng Barat 
Sebelah Utara : Kelurahan Bonto ramba Sebelah Utara : Kabupaten Takalar 
Sebelah Timur :Kecamatan Bonto Marannu Sebelah Timur: Kecamatan Palangga 
Sebelah Selatan : Kecamatan     Palangga Sebelah Selatan: Kecamatan     Bontonompo 
Sebelah Barat : Kota Makassar Sebelah Barat : Kecamatan Barombong 
 
Kecamatan Parangloe memiliki jumlah penduduk 9.6726 orang dengan luas 
wilayah 2.817 Km. Sedangkan luas Kecamatan Bajeng Barat berkisar 19.04 Km, dan 
jumlah penduduknya 22.287 orang. 
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Table 2 
Jumlah Penduduk Dari Kedua Kecamatan 
Kecamatan Somba Opu Kecamatan Bajeng Barat 
No. Kelurahan/ Desa Penduduk No. Kelurahan/ Desa Penduduk 
1 Sungguminasa 7.965 1 Gentunggang 4.887 
2 Bonto-bontoa 8.201 2 Tanah Bangka 3.296 
3 Batang Kaluku 10.284 3 Borimatangkasa 2.767 
4 Tompo Balang 7.449 4 Mandalle 2.853 
5 Katangka 7.180 5 Manjalling 2.207 
6 Pandang-pandang 5.408 6 Kalemandalle 3.367 
7 Tombolo 8.943 7 Bontomanai 2.910 
8 Kalegowa 2.847 
  
9 Samata 4.012 
10 Romang Polong 4.627 
11 Pacinongang 15.472 
12 Tamarunang 7.536 
13 Bonto Ramba 3.259 
14 Mawang 3.486 
Jumlah 90.985 Jumlah 22.287 
 
Kecamatan Somba Opu Dan Kecamatan Bajeng dalam  Angka 2009/2010 
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B. Proses Jual Beli Hak Milik Atas Tanah Di Kab.Gowa 
1. Proses Jual Beli Hak Milik Atas Tanah Dengan Akta PPAT. 
Apabila terjadi kesepakatan antara penjual dan pembeli mengenai  harga tanah 
yang akan dijual, maka pihak penjual dan pembeli datang (menghadap) kepada PPAT 
sebagai pejabat satu-satunya yang berwenang atau berhak dalam membuat akta jual 
beli tanah. 
Dalam proses jual beli hak milik atas tanah dihadapan PPAT, harus disertai 
dengan saksi-saksi sekurang-kurangnya dua orang saksi. Dan saksi-saksi ini dipilih 
atau ditentukan oleh penjual dan pembeli, pegawai PPAT dapat juga menjadi saksi 
dalam proses jual beli hak milik atas tanah. Tapi apabila tanah yang ingin dijual tidak 
memilliki sertifikat tanah maka menurut pasal 25 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 
10 Tahun 1961 :”yang dapat menjadi saksi dalam hal ini adalah Kepala Desa atau 
anggota Pemerintah Desa yang bersangkutan. Hal ini dimaksudkan untuk menjamin 
bahwa penjual benar-benar berhak menjual tanah tersebut, karena Kepala Desa dan 
seorang anggota Pemerintah Desa adalah orang-orang yang seharusnya mengetahui 
status tanah yang ada di desanya. 
Sebelum di buatkan akta jual beli tanah oleh PPAT, pihak penjual harus 
memperlihatkan bukti-bukti kepemilikan atas tanah yang akan dijual, sebagaimana 
yang termuat dalam Pasal 24 ayat 2 Peraturan Pemerintah No.24 tahun 1997 tentang 
pembuktian lama, dalam hal tidak atau tidak lagi tersedia secara lengkap alat-alat 
pembuktian sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), pembukuan hak dilakukan 
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berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 
tahun atau lebih secara berturut-turut oleh pemohon pendaftaran dan pendahulu-
pendahulunya, dengan syarat: 
a. Penguasaan tersebut dilakukan dengan sangat abstrak dan secara terbuka oleh 
yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah, serta diperkuat oleh 
kesaksian orang yang dapat dipercaya. 
b. Penguasaan tersebut baik sebelum maupun selama pengumuman sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 26 tidak dipermasalahkan oleh masyarakat hukum adat 
atau desa/ kelurahan yang bersangkutan ataupun pihak lainnya. 
Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, yang isinya : 
“Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat 
pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di 
dalamnya, sepanjang data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak 
yang bersangkutan. 
 
Dari beberapa pasal-pasal di atas, tampak jelas bahwa dalam proses jual beli 
hak milik atas tanah yang telah memiliki sertifikat tanah harus diserahkan kepada 
PPAT. Sebagai tanda bukti kepemilikan tanah yang terdiri dari: 
1. Sertifikat tanah. 
2. Bukti bahwa tanah yang akan dijual tidak dalam perselisihan. 
3. Surat tanda bukti pembayaran biaya pendaftaran. 
Pihak pembeli harus memperlihatkan bukti bahwa ia juga adalah orang berhak 
membeli tanah, karena ada kemungkinan pembeli bukan orang yang berhak memiliki 
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tanah menurut Undang-undang. Misalnya orang asing, atau pembeli yang bertindak 
mewakili Badan Hukum (badan hukum yang tidak berhak memiliki tanah). 
Apabila kedua belah pihak telah melengkapi atau memenuhi syarat-syarat 
yang telah ditentukan oleh PPAT sebagai penjual (pemilik tanah) dan pembeli,maka 
PPAT akan membuatkan akta jual beli hak smilik atas tanah. Dalam Pasal 21 ayat 3 
Peraturan Pemerintah No.37 tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Akta 
Tanah, akta jual beli tanah ini dibuat dua rangkap, satu rangkap yang asli di pegang 
oleh PPAT dan satunya di pegang oleh Kantor Pendaftaran Tanah. 
Dalam praktek kebanyakan PPAT 
42
membuat akta dalam empat rangkap, 
formulir akta yang tersedia dijual satu set, yang isinya empat rangkap. Apabila akta 
dibuat empat rangkap tidak perlu ada salinan lagi, karena telah tersedia satu rangkap 
untuk PPAT, satu rangkap untuk Kantor Pendaftaran Tanah, satu rangkap untuk 
penjual dan satu rangkap untuk pembeli.  
Akta jual beli hak milik atas tanah ini harus ditanda tangani oleh penjual, 
pembeli, saksi-saksi dan Pejabat PPAT sendiri. Setelah itu berkas atau surat akta jual 
beli hak milik atas tanah ini di kirim ke Kantor Pendaftaran Tanah,  setelah itu Kantor 
Pendaftaran Tanah mencoret nama pemilik tanah yang dulu (penjual) dalam daftar 
buku kepemilikan tanah dan mencatat pemilik tanah yang baru (pembeli) maka 
terjadi balik nama. Jadi proses jual beli tanah dengan akta PPAT sudah selesai. 
 
 
                                                          
42
 Perangin Effendi (1987:13) 
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2. Proses  Jual Beli Hak Milik Atas Tanah Tanpa Akta PPAT. 
Proses Jual beli yang dilakukan oleh masyarakat, pada kedua kecamatan 
tersebut masih dipengaruhi oleh faktor hukum ada. Dimana kedua belah pihak cukup 
melakukan suatu kesepakatan harga yang tidak tertulis, yang berlangsung secara 
kekeluargaan. Jual beli itu terjadi ketika penjual dan pembeli sepakat dengan harga 
yang telah mereka tetapkan. Sebagaimana lazimnya sebelum harga disepakati, pihak 
penjual menunjukkan lokasi tanah pada pihak pembeli. Setelah pihak pembeli merasa 
cocok atas harga yang ditawarkan yang mana sesuai dengan luas tanahnya, maka 
kedua belah pihak melakukan transaksi jual beli tanah yaitu pihak pembeli 
menyerahkan uang sesuai harga tanah yang disepakati kepada pihak penjual, 
kemudian pihak penjual menyerahkan hak milik atas tanahnya kepada pembeli. 
Misalnya sebidang tanah itu adalah sepetak sawah yang terletak pada lokasi tertentu, 
telah beralih dari pihak penjual kepada pihak pembeli akibat transaksi tersebut. 
Transaksi jual beli tanah ini dilakukan di tempat tinggal (rumah) Kepala Desa. Jual 
beli tanah ini terjadi didasari dengan rasa kepercayaan kedua belah pihak dan sistem 
kekeluargaan atas berbagai pertimbangan, seperti dasar kekeluargaan dan tidak 
memiliki surat-surat tanah yang lengkap (sertifikat tanah), maka pihak pembeli tidak 
melakukan peralihan ini dihadapan Camat PPAT. Para pihak merasa transaksi yang 
dilakukan di atas lebih praktis, dan pihak pembeli merasa bahwa tanah yang telah 
dibelinya tidak akan ada yang menggugat, keberatan dan dirugikan maupun merasa 
dirugikan karena dilakukan dihadapan Kepala Desa. 
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Selain alasan diatas,
43
alasan lain sehingga kedua belah pihak tidak melakukan 
jual beli tanah di hadapan Camat PPAT, dikarenakan prosesnya lama, terlalu berbelit-
belit dan banyaknya potongan atau biaya yang di keluarkan oleh kedua belah pihak. 
(wawancara dengan Rusbullah Bakri,AP Camat PPAT di Kecamatan Somba Opu, 
tanggal 11 juni 2010).
44
 
Proses jual beli hak milik atas tanah seperti di atas (tanpa akta atau di bawah 
tangan) hanya dikuatkan dengan memiliki bukti transaksi berupa selembar kuitansi 
yang di tanda tangani oleh pihak penjual dan pembeli. Maka tanah tersebut tidak 
dapat dibuatkan akta jual beli oleh PPAT, dan tidak dapat dilakukan balik nama. Hal 
ini menyebabkan penjual dan pembeli lebih suka memilih proses jual beli hak milik 
atas tanah tanpa akta PPAT atau tidak melakukannya di hadapan PPAT. 
C. Faktor-Faktor Yang menyebabkan Terjadinya Jual Beli Hak Milik Atas Tanah 
Tanpa Akta PPAT. 
Hasil penelitian pada lokasi penelitian mengenai jual beli hak milik atas tanah 
tanpa akta PPAT, terungkap bahwa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya hal 
ini adalah: 
1. Surat-surat tanah yang tidak lengkap, biaya pembuatan akta jual beli PPAT 
yang mahal dan adanya biaya LembagaKetahanan Masyarakat Desa 
(LKMD) yang telah ditentukan dari Kepala Desa atau Kelurahan dan 
Kecamatan setempat. 
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 Wawancara langsung, Kantor Camat Somba Opu, (11 juni  2010). 
44
 Wawancara langsung, Pihak Pembeli Dan Penjual, (16juni 2010).  
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2. Pengetahuan Hukum warga masyarakat di Lokasi Penelitian tentang 
pentingnya jual beli hak milik atas tanah dilakukan dihadapan Pejabat PPAT 
yang masih rendah. 
3. Budaya Hukum atau kebiasaan dari  masyarakat. 
Surat-surat tanah tidak lengkap,biaya pembuatan akta jual beli    PPAT yang 
mahal dan biaya LKMD yang ditentukan atau ditetapkan oleh kecamatan atau desa 
dan kelurahan. Syarat pembuatan akta jual beli hak milik atas tanah di hadapan PPAT 
yaitu tanah yang akan dijual harus memiliki surat-surat yang lengkap yaitu sertifikat 
tanah yang asli (bukti kepemilikan tanah), surat keterangan tanah tidak dalam 
sengketa,dan surat keterangan ahli waris (tanah warisan). Warga masyarakat yang 
ingin membuat akta jual beli hak milik atas tanah baik dihadapan PPAT atau Camat 
PPAT di Kabupaten Gowa, harus melengkapi beberapa surat atau berkas. Apabila 
pembuatan akta jual beli hak milik atas tanah dilakukan di Kantor Notaris maka 
masyarakat harus melengkapi beberapa berkas sebagai persyaratan yaitu : 
1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) suami istri penjual. 
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) suami istri pembeli. 
3. Foto copy Pajak Bumi dan Bangunan tahun terakhir. 
4. Sertifikat tanah harus yang asli. 
Sebelum melakukan peralihan hak milik atas tanah dalam bentuk jual beli 
terlebih dahulu harus dilakukan pengecekan sertifikat tanah pada kantor pertanahan 
setempat, hal tersebut untuk mengetahui apakah data yang ada dalam sertifikat tanah 
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sudah sesuai dengan data buku tanah yang ada pada Kantor Pertanahan. Tujuan dari 
pengecekan ini agar tidak terjadi kepemilikan sertifikat tanah ganda atau palsu. 
Jika proses jual beli hak milik atas tanah tersebut dilakukan dihadapan Camat 
PPAT maka pemohon harus melengkapi beberapa berkas sebagai persyaratan yaitu: 
1. Surat Pembayaran Pajak Tahunan (SPPT). 
2. Kartu Tanda Penduduk (KTP) kedua belah pihak. 
3. Surat keterangan tanah tersebut tidak dalam sengketa. 
4. Surat keterangan  ahli waris. 
5. Surat kuasa ahli waris. 
Pendaftaran hak milik atas tanah yang dilakukan di Kantor Pertanahan 
Kabupaten Gowa harus memenuhi beberapa syarat yaitu: 
1. Foto copy kartu tanda penduduk (KTP) 
2. Foto copy Pajak Bumi dan Bangunan Tahun Terakhir. 
3. Foto copy surat bukti pajak penghasilan bagi orang yang menjual tanah, dan 
foto copy surat Bea perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) bagi 
orang yang membeli tanah 
4. Alas hak yaitu menjelaskan rinci, lokasi, sertifikat atau akta lain yang 
penjual miliki. 
Akan tetapi kebanyakan warga masyarakat, tidak mempehatikan persyaratan 
tersebut karena mereka memerlukan uang dalam waktu cepat untuk memenuhi suatu 
hajat (misalnya perkawinan, biaya sekolah anak), maka tanah yang akan di jual di 
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tawarkan kepada pihak yang mau membeli dengan cepat sehingga mengakibatkan 
harga tanah menjadi murah. Jatuhnya harga tanah seperti itu juga disebabkan, karena 
tanah yang akan dijual belum memiliki sertifikat atau belum melengkapi persyaratan  
yang telah disebutkan diatas. Akibatnya jual-beli hak milik atas tanah yang dilakukan 
tidak dihadapan PPAT, baik Camat PPAT ataupun Notaris PPAT, akan mengalami 
kesulitan dalam pencatatan administrasi di Kantor Pertanahan. 
Selain factor surat-surat tanah yang tidak lengkap, factor lain yang 
menyebabkan terjadinya jual beli hak milik atas tanah di bawah tangan adalah tidak 
memerlukan biaya pengeluaran sebagai ongkos pembuatan akta jual beli tanah, lain 
halnya jika jual beli hak milik atas tanah itu dilakukan di hadapan PPAT. Dalam 
proses jual beli hak milik atas tanah yang dilakukan masyarakat tidak membutuhkan 
waktu yang lama, karena proses jual neli hak milik atas tanah tersebut hanya di buat 
pada satu lembar kuitansi. Jika di bandingkan pembuatan suatu akta jual beli hak 
milik atas tanah di hadapan seorang Camat PPAT ataupun Notaris PPAT, maka 
ongkos jual beli hak milik atas tanah itu dirasakan cukup mahal karena dikenakan 
biaya-biaya lain yaitu: 
1. Apabila dilakukan pendaftaran hak milik atas tanah yang diperoleh dengan 
jalan jual beli hak milik atas tanah di Kantor Badan Pertanahan, maka 
penjual akan di kenakan biaya pajak penghasilan (PPH) dan pembeli 
dikenakan BPHTB, apanila penjualan tanah lebih dari Rp 15.000.000,- 
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maka tanah dikenakan pajak. Dan sebaliknya jika tanah di jual di bawah  
dari Rp 15.000.000,- tidak dikenakan pajak. 
2. Apabila pembuatan akta jual beli hak milik atas tanah dilakukan di Kantor 
Kecamatan atau di hadapan Kepala Desa maka pihak penjual dikenakan 
biaya Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD), yang alokasi 
dananya digunakan untuk membangun desa tersebut. 
3. Harga suatu tanah ditentukan oleh Nilai Jual Objek Pajak (NJOP), tanah 
yang luasnya 4100 are maka NJOP-nya sekitar Rp 4.920.000,. 
4. Proses pembuatan akta jual beli hak millik atas tanah cukup lama, karena 
ada potongan dari harga taksiran tanah tersebut dan PPAT telah mempunyai 
harga yang telah di hitung dari luas tanah atau lokasi dari tanah yang akan 
dijual. 
Hal ini menyebabkan penjual dan pembeli lebih suka memilih proses jual beli 
hak milik atas tanah tanpa akta PPAT atau tidak melakukannya di hadapan PPAT. 
Berdasarkan wawancara dengan responden, alasan mereka melakukan jual beli hak 
milik atas tanah tidak di hadapan PPAT melainkan kesepakatan kedua belah pihak, 
karena dalam melakukan transaksi jual beli hak  milik atas tanah lebih praktis, 
prosesnya lebih cepat dan saling percaya. Padahal mereka harus menyadari arti 
pentingnya pendaftaran tanah dan perlunya sertifikat sebagai alat bukti kepemilikan 
tanah, agar tanah yang di miliki mempunyai kepastian hukum dan perlindungan 
hukum. 
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Mengenai masalah kurangnya pengetahuan hukum masyarakat di Kecamatan 
Somba Opu dan Kecamatan Bajeng Barat akan pentingnya kepemilikan sertifikat 
tanah, maka Camat PPAT setempat bekerjasama       dengan Kepala Desa 
mengadakan penyuluhan secara berkala setiap 3 bulan sekali tentang arti pentingnya 
pendaftaran tanah. Agar masyarakat mengerti dan mau melakukan hal tersebut dan 
memperoleh  kepastian kepemilikan yang sah. Akan tetapi Camat PPAT hanya 
melakukan penyuluhan di Daerah yang dapat di jangkau dengan mudah, termasuk 
Daerah yang dekat dengan kantor Kecamatan setempat. Sedangkan Desa-desa yang 
tidak dapat di jangkau tidak di berikan penyuluhan tentang arti pentingnya 
pendaftaran tanah. Sehigga Desa-desa tersebut masih banyak di temukan masyarakat 
yang tidak mengetahui pentingnya pendaftaran tanah. Selain itu Desa-desa yang tidak 
diberikan penyuluhan justru masyarakatnya kebanyakan tidak bersekolah atau tidak 
berpendidikan. Pekerjaan mereka hanyalah bertani, menjual dan membeli tanah untuk 
di jadikan lahan pertanian atau perumahan. 
Adapun kewajiban Camat PPAT Kecamatan Somba Opu dan Kecamatan 
Bajeng Barat yaitu: 
1. Membuat akta  jual beli tanah. 
2. Mendata setiap transaksi yang dilakukan masyarakat setempat. 
3. Memberikan penyuluhan Hukum tentang arti penting dari  pendaftaran 
tanah. 
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Berdasarkan data pada Kantor Kecamatan Somba Opu Tahun 2009-2010 
penduduk yang memiliki akta jual beli hak milik atas tanah hanya 1.124 orang dari 
96.669 penduduk, sedangkan di Kecamatan Bajeng Barat penduduk yang memilikib 
akta jual beli tanah adalah 87 orang dari 22.287 penduduk. Berdasarkan data tersebut, 
maka jual beli hak milik atas tanah yang dilakukan di hadapan PPAT sangat sedikit. 
Hal ini dapat disebabkan karena rendahnya pengetahuan Hukum masyarakat, akan 
pentingnya akta jual beli hak milik atas tanah dengan akta PPAT, sehingga 
masyarakat lebih cenderung melakukan peralihan hak milik atas tanah di bawah 
tangan. Pada table di bawah ini memberikan gambaran mengenai pengetahuan 
responden tentang pentingnya akta jual beli hak milik atas tanah dengan akta PPAT. 
 
Tabel 3 
Pengetahuan Responden Tentang Pentingnya Pendaftaran Tanah 
No Pernyataan Responden Frekuensi Persentasi 
1 Mengetahui 5 20 
2 Kurang Mengetahui 5 20 
3 Tidak Mengetahui 15 60 
Jumlah 25 100 
Sumber data primer Kecamatan Somba Opu Tahun 2009 
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Tabel  4 
Pengetahuan Responden Tentang Pentingnya Pendaftaran Tanah 
No Pernyataan Responden Frekuensi Persentasi 
1 Mengetahui 5 20 
2 Kurang Mengetahui 5 20 
3 Tidak Mengetahui 15 60 
Jumlah 25 100 
Sumber Data Primer Kecamatan Bajeng Barat 2009 
 
Dengan demikian, maka dari 50 orang responden tersebut terdapat 40 
responden tidak mengetahui ketentuan-ketentuan tentang pendaftaran tanah yang di 
atur dalam Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997, sebaliknya hanya 10 orang 
responden yang mengetahui hal tersebut, menandakan bahwa tingkat pengetahuan 
hukum warga masyarakat terhadap pendaftaran tanah termasuk di dalamnya jual beli 
hak milik atas tanah masih kurang. Masyarakat yang tahu atau mengerti tentang arti 
penting peralihan hak milik atas tanah dengan akta PPAT adalah responden yang 
letak tanahnya disekitar Kantor Kecamatan atau yang berada di poros jalan 
kecamatan
45
. 
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 Wawancara Langsung, Kasi Pengukuran Dan Pendaftaran Tanah,(Badan Pertanahan 
Nasional,Gowa) 
88 
 
 
Jadi tanah yang terdaftar hanya tanah yang terletak dipinggir jalan atau jalan 
poros, termasuk tanah pemukiman dan berada di dalam kota Kecamatan. Sedangkan 
tanah yang ada diluar kota dan jauh dari jalan raya atau jalan poros tidak didaftarkan, 
karena sulit untuk dijangkau dan biasanya mereka beranggapan kalau tanah yang 
mereka miliki tidak akan ada yang menggangu, dan menggugat. 
D. Akibat Hukum Dari Jual Beli Hak Milik Atas Tanah Di Kab.Gowa 
Walaupun Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997  telah menyatakan 
bahwa jual beli hak milik atas tanah harus dilakukan di hadapan seorang PPAT, tetapi 
dalam pelaksanaanya masih ada masyarakat yang tidak melakukan proses jual beli 
hak milik atas tanah di hadapan PPAT. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor 
sebagaimana telah  disebutkan diatas, yaitu: 
1. Surat-surat tanah yang tidak lengkap dan biaya akta jual beli hak   milik atas 
tanah yang mahal serta dikenakan biaya Lembaga Ketahanan Masyarakat 
Desa (LKMD). 
2. Rendahnya pengetahuan hukum masyarakat di lokasi penelitian. 
3. Budaya hukum warga masyarakat (hukum adat) masih dianut dengan kuat.  
Tanah yang telah dijual seharusnya dibuatkan akta jual beli agar pemilik tanah 
tersebut mendapatkan perlindungan hukumdan kepastian hukum atas tanah yang telah 
dibelinya. Ketika Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 diundangkan, jual beli 
hak milik atas tanah menurut hukum adat  yang biasa dilakukan dihadapan Kepala 
Desa secara lisan, dan belum memiliki peta tanah maka tanah tersebut dibuatkan 
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sertifikat sementara atau surat keterangan kepemilikan dari Kepala Desa yang 
dikuatkan oleh saksi atau dalam Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 Pasal 25 
disebut asisten wedana. 
Setelah berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, penjelasan 
tentang ketentuan tata cara peralihan hak milik atas tanah dengan jalan jual beli, 
wajib dilakukan dihadapan PPAT. Pembuatan akta dapat dilakukan oleh PPAT baik 
itu Notaris PPAT  ataupun Camat PPAT yang diangkat dan diberhentikan oleh 
menteri Agraria. Untuk desa-desa dalam Wilayah yang terpencil ditunjuk PPAT 
sementara oleh Menteri Agraria. Masyarakat yang hendak mendaftarkan tanahnya 
dapat dilakukan di Kantor Badan Pertanahan yang ada di setiap Wilayah Indonesia. 
Sebagai konsekuensi yuridisnya jual beli hak milik atas tanah yang dilakukan 
tidak dihadapan PPAT sertatidak mempunyai akta, tetap sah menurut hukum adat 
karena sifat dari hukum adat yang kontan atau tunai, yang mana pembayaran harga 
tanah dan penyerahan hak dilakukan secara bersamaan. Apabila hal ini sudah 
dilakukan maka otomatis proses jual beli hak milik atas tanah sudah terjadi, tetapi 
sulit untuk melakukan pembuktian.Hal ini akan mengalami kesulitan dalam proses 
pendaftaran hak atas tanahnya di Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa, karena masih 
memerlukan bukti-bukti yang mendasar atas kepemilikan tanah. Jika kuitansi atau 
surat jual beli tanah di bawah tangan diajukan permohonan kepada Kantor Pertanahan 
untuk dilakukan balik nama agar mendapatkan sertifikat tanah, maka permohonan 
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tersebut tidak dapat dilayani. Sebab dengan ketentuan pendaftaran tanah yang telah 
ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997. 
Akibat jual beli hak milik atas tanah yang tidak dilakukan dihadapan PPAT, 
dapat menimbulkan beberapa persoalan seperti terjadinya sengketa tanah yaitu: 
1. Tanah yang diperjualbelikan adalah tanah warisan yang belum dibagi. 
2. Sebidang tanah yang dikuasai atau dikelola oleh orang lain dalam waktu 
yang cukup lama, yang mana tanah tersebut bukan miliknya tetapi ia 
menjual pada pihak lain. 
3. Tanah yang telah diwakafkan  orang tuanya kemudian dijual oleh anaknya . 
4. Tanah yang dijual oleh orang tuanya kepada orang lain, karena tidak ada 
bukti bahwa tanah tersebut telah dijual maka anak dari yang menjual tanah 
tidak mengakui tanah orang tuanya sudah dijual. 
5. Tanah yang digadaikan kepada orang lain, pada saat pemiliknya ingin 
membayar atau melepas tanah tersebut orang yang menerima gadai 
mengakui kalau tanah tersebut tidak digadaikan tetapi dijual. 
6. Pembayaran Pajak karena tidak adanya balik nama yang dilakukan  kedua 
belah pihak. Sehingga penagihan pajak masih ditujukan kepada pihak 
penjual tanah walaupun penjual telah menjual tanahnya kepada pembeli, ini 
disebabkan tidak adanya konfirmasi ke Kantor Pertanahan
46
. 
Semua sengketa yang telah disebutkan di atas penyelesaiannya tidak ada yang 
sampai ke pengadilan. Sengketa tersebut hanya diselesaikan secara kekeluargaan 
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yang dilakukan dihadapan kepala desa setempat. Ini disebabkan, karena pengaruh 
dari hukum adat yang masih kuat di lingkungan masyarakat setempat. Dan mereka 
selalu menghargai pendapat orang yang lebih dituakan di desa tersebut. 
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    BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 
1. Proses Jual Beli Hak Milik Atas Tanah Tanpa Akta PPAT. 
Proses jual beli yang dilakukan oleh masyarakat, pada kedua kecamatan di 
pengaruhi oleh hukum adat. Dimana kedua belah pihak cukup melakukan suatu 
kesepakatan harga yang tidak tertulis,yang berlangsung secara kekeluargaan. Jual beli 
itu terjadi ketika penjual dan pembeli sepakat dengan harga yang mereka tetapkan. 
2. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya jual beli hak milik atas tanah 
tanpa akta PPAT di kecamatan Somba Opu dan Kecamatan Bajeng Barat 
Kabupaten Gowa, yaitu: 
a. Surat-surat tanah yang tidak lengkap, biaya pembuatan akta jual beli PPAT 
yang mahal  dan adanya biaya Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa 
(LKMD) yang telah ditentukan dari Kepala Desa setempat atau kelurahan. 
b. Pengetahuan hukum masyarakat di Kecamatan Somba Opu dan Kecamatan 
Bajeng Barat Kabupaten Gowa yang masih rendah. 
c. Budaya hukum masyarakat di Kecamatan Somba Opu dan Kecamatan Bajeng 
Barat, masih dipengaruhi oleh hukum adat. 
Proses jual beli yang dilakukan oleh masyarakat, pada kedua kecamatan di 
pengaruhi oleh hukum adat. Dimana kedua belah pihak cukup melakukan suatu 
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kesepakatan harga yang tidak tertulis,yang berlangsung secara kekeluargaan. Jual beli 
itu terjadi ketika penjual dan pembeli sepakat dengan harga yang mereka tetapkan. 
3. Akibat hukum dari Jual Beli Hak Milik Atas Tanah Tanpa Akta    PPAT. 
akan mengalami kesulitan dalam proses pendaftaran hak atas tanahnya di 
Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa, karena masih memerlukan bukti-bukti 
yang mendasar atas kepemilikan tanah. 
B. Saran 
Berdasarkan kesimpulan diatas, penulis membuat duatu saran sebagai berikut: 
1. Perlu lebih ditingkatkan penyuluhan hukum kepada warga masyarakat 
menyangkut pendaftaran tanah sebagaimana  diatur dalam Peraturan 
Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, supaya warga masyarakat dalam 
melakukan Jual Beli Hak Milik Atas Tanah di hadapan PPAT. 
2. Dianjurkan kepada warga masyarakat yang telah melakukan jual beli Hak 
Milik AtasTanah tanpa akta agar dating ke Kantor Pertanahan untuk 
melakukan balik nama dan mendaftarkan tanahnya untuk memperoleh 
sertifikat tanah  yang telah menjadi miliknya, agar mendapat kepastian 
hukum dalam hal kepemilikan dan untuk menghindari terjadinya sengketa. 
3. Camat PPAT  memberikan keringanan dengan jalan mengurangi biaya dan 
proses pembuatan akta PPAT dan dalam kepengurusannya tidak terlalu lama 
atau berbelit-belit. 
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